
LAMPI RAN 



c 
'. 

" , 
I 
t 
i 
I 
f 

t 
~ 

I 
f 
I 
~ 
1 
@ 
~ 
1 

1 
t ~ 

~~' ,. 
~ 
~ 
f 
~. 
;, , , 
" <, 
.;: 

t 
~. 

< 

• 

·'··3..-:-' ... • 

, . 
• 

~ 

EDfTOIUA.L 

,-\SS8I,1IT1U'31a IKum VVr '/,;"0 

PemOnca yang budiman, 

/-\lh,11T1duliliah jurnal KAJIAN BISNIS dapat kami sajikan ke hadapan p 
111 :1Ca ,A.rtikel yang diterima redaksi semakin besar frekuensinya. 

oen, . 

~eni(\dikan pemilihan artikel yang per!u dipublikasikan dalam Kajian 8 

"""'lukan se!eksi. SUdah barang tentu perhatian dan minat para penuJis mel I i',..1 
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Sat;; hill yang menggembirakan adalah bahwa jurnal Kajian Bisnis edisi 

"'n - I~;);"il 2C02, nomer 25 inj menvajikan a,iikel-artikel bidana aku, Jan;.", , .. ...., 

-cwR'/11i pembangunan, dan berbagai inrormasi bidang ::;';-\,V'\ 

·~..,.,~in(J itu terdap2t beberapa artikel hasil penelitian. ~c2" 'I.- -' 

, r·n'lrl (2m! artikel-artikel tersebut daDat menambah penaet2huan r:21 ~.,~,~ • . ~ 
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M~M8ANGUNGOODGOVERNANCE 

MEl.ALtJl PERENCANMN SIRAIEGH( 
YANG KOMPREHENS!F 

(r-"(( 
Wahyu Raharjo ') 

'7 f \ li~V\ 

Abstract 

In recent years, striving for good govemance has grow up a=rding to the total refonnation 
in Indonesia. As res;x){lse to that claim, the govemment in 1999 have established 11m regufaUcns 
about local govemment (UU No. 22 th 1999) and financial distn"bution between central and 
local govemments (UU No. 25 th 1999). These rules have strong impact on the role of central 
govemment. 

As matter of fact, the central govemment playing the rofe not more than catalist and 
facilitator. On the other side, local govemment with majorauthorfty of decentralization now is 
pushed to perfonn local autonomy in their area. The consequences is clear, local govemr.18nt 
ha'ie public a=untabilJiy in which they must concem. Vertical responsibility is not the Cr.IY 
one of 2ccountabiiity, nevertheless most important was hcrizonta! accoumabifity, wnicfJ local 
government as executive make report of their programme and activities to local parliament 3S 

legisiative and their society as shareholders. 
We are stili facing many problems, including incompleteneSS of cur regulator, framework. 

To facing that problem, govemment must apply strategic planning to direction g02/S and 
objectIves. Formulation vision, mISsion, and strategy in earlier stage needed to achieve goals 
ana objectIves. Autonomy, privatization, and public management are way to achie\'e goals 
and objecrives . 

Key words: good goverTlailce. strategiC planning, local autonomy 

PENDAHUllJAN 

'-Eroses glob2iis2s1 yang teladi pad a 
ciekade terakhir menimbulkan beberapa 
imoiikasi yang tioak terelakkar1) Salah 
:::atL!nya acaJa.h !enntegrasinya pereKCi"iomian 
:ndone~ia kedalam perekonomlan dunia. 
Knsls ekonorni Asia yang bermula dali negara 

Thailand c2n menjaiar ke sebagian neg2ra 

Asia termasuk Indonesia telah membuktiKarl 

bel2pa kondisi perubahan yang d~bcwa c!eh 

g!cbaiis2s1 naxs dapat diantisioasi dengan 

'Jaik. Globclis2Si sendiri bukanlah penyeoab 

dari knsls ekonomi yang kila aiarTIl seiarr,a 



~. 

i-.1t~mbJngun G00d G~~\\':-r.J;~re \leialul PerenC.1ndan 5::-ates1K lang Kcmprehenslt 

tig3 t2hun te;-3ktlir, :0:a;::1 JUSt;-u ~ita sendrri 
yang tid2.~_ edG3t menge!c!a ~rcses perut'ctlan 
yang ten3C! calam tata ekcncmi dunia dewasa 

In!. ~2:cui tidak dac2t CiCungKin banwa 
glob21isasl yang mendorong kearah 
Uberaiis2Si ekonomr me!ll;-'.gkatkan beaan 

perekonom,a~ negara-!1~ara berkembang 
karena mereka d,tuntut untuk memiliki 
keunggulan kompetitif sebagal modal 
keberhasilan dan kemajuan suatu 
perekonomtan. 

Hikmah yang dapat k_r1<lambrl dari krrsis 
yang dialami adalah pentingnya sikap 

v+Q'''-''''lI~r 
transparansi dan per1anggungjawaban (ac-
countability) dalam proses penyelenggaraan 
kehidupan ekonomi khususnya dan 
penyeienggaraan kehidupan berbangsa dan 
bernegara pada umumnY9< Berdasarkan hal 
tersebu, maKa dalam beberapa tahun terakhir 
muncul istilah good govemance. Good gov­
ernance seolah muncul sebagai paradigma 
b2fu dalam tata ekonoml dan poiitik global. 
Se!ama beoerapa tanun ~erakhir, berbagai 
badan dunia seperti World bank, UNDP, IMF 
mencoba mensosialisasikan Daradigma banu 
ini dalam beroagal kesempatan. 

Good governance sendin meruoaKan 
bag ian yang tak terplsahkan dalam 
pengembangan demokrasL Panclangan mi 
d,maksuakan sebagal wacana untuk 

memDina hubungan yang selaras antara 
ketiga komponen makro. yaitu pemerintah, 
masyaraKat dan pasar a!3u ekonomi. Menunut 
Achwan (2000), dengan terDlnanya hubungan 
yang harmonis antara ketiga aktor utama 
terse but maka dapat terc!ota satu negara yang 
bersih aan resDonslf (clean and responsive 
state), semaraKnya masyarakat slp:1 (vibrant 
civil society) serla kehlduoan bisnis yang 
"" .... 04- .... ~_~ •• ~ .... ;~ .. ,~ .... 1 ........ _ ..... __ 

Daiarn mengembangkan 

gooq govemance. diperlukan strategic 
nIng untuk menumuskan arah dan tUJuan 
dikenenc'aKL Tanpa formuiaSI perumusan 

vlsi, dan tUJuan yang j8;as. maka ar 
reformasi menuju good govemance terse 
menjadi tidak jelas. StrategIc pia 
menupakan mental creation process d 
sistem manajemen strategik. 
sasarannya tidak hanya satu bldang s 
namun beberapa bidang yang di 
secara komprehensif. 

PENENTUAN VISI, MISI, DAN 
STRATEGI 

Agar organlsasi be~alan secara 
dan berpola, maka organisasi memerl 
landasan berpikir yang konstan yang di 
visi, misi. dan strategi 

Visi 

Visi adalah pandangan jauh ke 
kemana dan bagaimana instansi pem 
harus dibawa dan berkarya agar 
konsisten dan dapat eksis, antisipatit, . 
serta produktir (LAN RI, 1999). 
menupakan suatu gambaran yang 
tentang keadaan masa depan berisikan 
dan citra yang Ingm diwujudkan oleh in 
pemerintah. 

Agar mampu eksis dan unggul da 
persaingan yang semakin ketat, in 
pemerintah harus terus-menerus 

perubahan kearah perbalkan. Peruba 
tersebut hanus disusun dalam suatu tahapan~ 
yang konslsten dan berkelanjutan, sehin 
dapat meningkatkan akuntabilitas kin 
yang berorientasi pad a pencapaian hasil 

menggerakkan orang, menciptakan makna 

bagi kehidupan angota organisasl, 
menciptakan standar keunggulan, dan 
menjembatani keadaan sekarang dan 
keadaan masa depan. 

Misi 
Misi adalah sesuatu yang harU5 

diemban atau dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah, sesuai vis; yang ditetapkan agar 
tujuan organisasi dapat terlaksahadan 
berhasil dengan baik (LAN RI,1999i: Deogan 
pemyataan misi tersebu{diharapkan seluruh . 
pegawai dan pihak yang berkepentingan 
dapat men genal instansi pemerintah, dan 
mengetahui peran dan program-programnya 
serta hasi! yang akan diperoleh dimasa· 
mendatang. Osborne dan Gaebler (1992) 
menyatakan beberapa keunggulan 
pemerintahan yang digerakkan oleh misi yaitu 
lebih efisien, efektif, inovatif, fieksibel, dan 
mempunyai seman gat yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan pemerintahan yang 
digerakkan oleh penaturan. 

Untuk mewujudkan visi yang telah 
ditetapkan, diperlukan misi yang jelas. Misi 
merupakan pemyataan yang menetapkan 
tujuan instansi pemerintah dan sa saran yang 
ingin dicapai dalam kunun waktu tertentu 
melalui penetapan strategl yang dipilih. 
Proses penumusan mlsi instansi pemerin!3h 
hanus mempernatikan masukan pihak-pihak 
yang berkepentingan (stakeholders), dan 
memberikan peluang untuk perubahanl 
penyesuaian sesuai dengan tuntutan 
perkernbangan lingkungan strat~ik. 

Wahyu Rahaf]~ 

Strategi 

Untui< mencapai hasil yang konsisten 
dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 
diperlukan suatu stnategi organisasi yang 
menjelaskan pemikiran-pemikiran secara 
konseptual. anaiitis, realistis, rasional dan 
!<.omprehef1sif !entang berbagai langkah yang 
diperlukan untuk mencapai atau 
mempenancarimempercepat pencapaian 
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Untuk 
menunjukkan hubungan visi, misi, dan 
strategi serta keterkaitan dengan yang lain 
disajikan dalam gambar berikut inL 
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Faktor Kunc: 
Keberhasilan 

GamOaf ~ 

Hubungan Visi, Misi. dan Strategl scr:a KeterKaltan 
dengan Unsur yang Lain 

i Bidang/Sektor/Subsekto: ~ 
. ~ t"., t# W1Nm+u¥%i¢!t!!§~; 

~ 
Kebijakan Nasional Strategis 

l 
~ 

Penetapan ~·'jsi 

• .1 
-y-
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I ANi ::netaD:: 1:~,~:n 5%%1 

I ... 
l pe:e::.s=an :, 

I ... 
Strat~ 

I • Pentuan Cara Mencapai 
T ujuan/Sasaran: 

a. Kebijaksanaan 
b. Program 
c. Kegiatan 

PERENCANAAN STRATEGiK 

Setelah organisasi merumuskan 
s;ralegl yang dipilih untuk mewujudkan VIS: 

rneJaiui m:si organis3si, sti"3tegi tersebut 

kemudian penu diimp!emencasikan. Langkah 
pertama imp!ementasi s',rategi yang telah 
dirumusk3n adalan melaksanakan strategic 

planning. Dalam langkah mi, strategi yang 
dirumuskan untuk mewujudkan visi dan goals 
kemudi3n dijabarkan ke dal3m strategic plan­

ning yang terdiri dari tiga komponen: strate­
gic objective, target. dan strategic initiative 

(Mulyadi.2oo0). 

Strategic objective merupakan 
sasaran-sasaran masa de pan yang dituju oleh 
organisasi serogai penjabaran strategi untuk 
mewujudkan visi dan goals. Oleh karen a 
perwujudan strategic objeCtive memerlukan 
waktu lama di masa depan, organisasi pertu 
menetapkan tonggak-tonggak (milestones) 
untuk menandai pencapaian (adlievements) 

. di sepanjang perjalanan untuk mewujudkan 
strategic objective. Tonggak-tonggak 
pencapaian terse but disebut target 

Vv'arwu Rahario 

Untuk mewu]udkan strategIC ob/eciVe 
diper.ukan strategic initiative berupa program 
tindakan (action program) yang akan 
diiaksanakan oieh organisasi di masa depan. 
Strategic initiative ini menjadi dasar 
penyusunan program (programming) dan pada 

gilirannya program yang dihasil~.an dari 
penyusunan program menjadi dasar 
penyusunan anggaran (budget). Untuk 
menggambarkan keterkaitan strategic plan­

ning dengan keseluruhan strategic manage­
ment disajikan dalam gambar berikut: 
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Gambar 2 
Keterkaitan Strategic Planning dengan 

Keseluruhan Strategic Managemem 

Strategic 
Fonnulation 

~ 
Strategic 

I 11 Planning 

I ~ H Programming }-. 

I ~;w ,itWh AiM Mt' a ' 
I I 
I ,.. 

Budgeting 

~ 
Implement~-t~ 

~ 
'. 1 Monltonng ~ 

jI,nalySis Result. 
Micro Circle and 
Macro, Mission. 
Core Beliei, 
Value Base, Goals, 
and Strategy 

Strategic Planning: 
- Strategic Objective 
- Target 
- Strategic Initiative 

Program 
(Long-Range 
Prollt P!an) 

Budget 
(Short Range 
Profit Plan) 

Mental 
Creation 
Process 

Irnplementation --., Physical II 

~
creation 
Process ' I 

Feed Back . I 

SumDer: Mulyadi, 2000, hal. 15. 

Oalam pemerintah2n. strategicplannmg 

mefupakan proses yang berorientasi pad a 
hasil yang akan dicacai d31am waktu sa(u 
sarn?ai lima tahun, dengcn memperhatikan 
patensi. pe!uang, dan kenoala yang mungk;n 
rnuncul (L/IN RI. 1399). Perencanaan 
strategik mengandung vis;, mls;, tujuan, 
S3saran, kebijakan, program dan kegiatan 
yang realistis dengan mengantisipasi 
perkernbangan masa depan. 

Perencanaan strateg;k instansi 
pemerintah memerlukan integrasi antara 
keah!ian sumber day a manusia dan sumber 
daya lain agar mampu menjawab tuntu1an 
perkembangan lingkungan strategis, nasional 
dan global (LAN RI. 1999) Analisis terhadap 
lingkungan organisasi baik internal maupun 
eksternal merupakan langkah yang sangat 
penting dalam memperhitungkan kekuatan 
(strengt'ls), ke!emahan (weakness), peluang 
(opportunities). dan tantanganlkendala 
(threats) yang ada. Analisls terhadap unsur­
unsur tersebut sang at penting dan merupakan 
dasar perwujudan visi, mis;, dan strategi 
instansi pemerintah. 

MANAJEMEN PERUBAHAN SEKTOR 
PUBLIK UNTUK MENINGKATKAN 
PELAYANAN 

Guna mewujudkan good governance, 
manajemen publik periu mengarahkan sektor­
sektor strategik yang daDat mempercepa( 
terwujudnya pe!ayanan prima kepada 
masyarakat. Mendekatkan pengambilan 
keputusan kepada masyarakat 
membutuhkan adanya desentralisasl, 
mempercepat dan meratakan pertumbuhan 

..... rl~,.,\10 n:::lrtisl0aSl 

\\'Jh'lU R.1har;o 

seDagal wUjud partlslpasl 
memberdayakan masyaral:at 

dapat 

Dalam era glDbailsasl, kita 
menyaksikan turut berkembang dan 
tumbuhnya s;stam manajemen publik dan 
pemerintahan yang semakin efisien, Bahkan 
kita telan mula: menyaksikan perubahan 
ekonomi dan sosial dengan memberikan 
kesempatan dan peran yang semakin besar 
pada sektor swasta dan kelembagaan 
masyarakat lainnya yang menjalankan 
sebagai lungsi pelayanan kepada 
masyarakat. Pemerintah telah mulai 
membatasi din kepada hal-hal yang lebih 
bersifat pembinaan dan pengaturan ketertban 
praktek perekonomian, . 

Manajemen pemerintahan yang 
cenderung birokratis dalam beberapa tahun 
terakhir menghadaoi tuntutan perubahan 
karen a dianggap kurang sesuai dengan 
perkembangan dinamik di ef3',globalisasi 
Salah satu pendorong perubahan manaJemen 
pemerintahan adalah pemikiran yang monu­
mental dari Osborn dan Gaebler (1992) 

tentang "Reinventing Government", yaitu 
praktik manajemen publik yang didukung olen 
birokrasl dengan seman gat kewirausahaan 
:Vter8KCi mengatakan bahwa penyelenggaraan 
urusan pemerintahan hendaknya leDlh 
·Jitltikberatkan keoada kapasitas dan peran 
sefta masyaraKat di tingkat daerah atc:u 
wiiayah. Bentuk organisasi birokras; pada 
masa-masa sekarang sudah saatnya untuk 
oitinjau kembali dan diarahkan pada bentuK 
organisasi yang terbuka atau fieksibel serta 
terdesentralisasi. 

Beberapa acuan utama dalarn 
menyelenggarakan pemerintahan yang 
beronentasi kewirausahaan menurut pnnslp 
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t·er;:eran U;]:~:K :-nEngar3r,I.:r..n K:?:~!j~C,"":::~~ 

rner.g2,!uh (stee.'7ng rA[her ;nan rowing) 

~emenntQt:an miLk mz;syaral<ci:, jG.i~U 
member! v/ewen2::g ket!rnbar,g me!2y2n: 
{ei77poll.'cn"ng rCJt/7er than Sf::-f'I/ce). 

3. Pemerintahan kompetliif. menyur,tikkan 

persaingan ke daiam pemben3n 
pelayanan. 

4. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi. 

mengubah organisasi yang d:gerakkan 
oieh peraturan. 

5 Pemerintahan yang berorie!ltasl hasii. 
membiayai hasil bukan m2sukan ((und­
ing outcomes. not input). 

6. Pemerintahan berorientasi pe!anggan' 

mernenuhi kebutuhan pefang]an. bukan 
birci<r2si' 

7 Pemerintanan wirausaha: mengnasi!kan 

ketlmbang membelanjakan (eaming rather 
than spending). 

3 Pemerintahan yang antisipatif me:1cegan 
carip3da mengoba!i 

9. Pemenmahan desentrallsasi. 

10.Pemerlntanan berorlentasl Dasar: 

mendongkrak perubahan me!;~Jui pasar(/e­

veraging change through out t'Je market). 

Dilain pihak Kenlchi Ohma8 (1991) 
menglngatkan bah\va saat ini kita seaang dan 

akan memasuki era dunia tanpa batas 
(borderless world). Secara ringkas cunia 

tanpa batas inj dltandal dengan semakin 

terfokusnya masalah ke dalam 5 C yang 

strateglk yakni (1) Customer. (2) ComDany. 
(3) Competition. (4) Currency dan (5) Coun-

:::~;'.C;3:-: c·'::::?'" -";::>'.3 :;~:&!U --:e:;;.:::ra ai{3r1 c-,..-n.}.;..'". _~ .. ,j.i 

?::::3.':: :::;.::;·:JS,";~!2 3r~ . .IS ;!Cc3:isas; 

::e:':-::3safK2i1 h2i d!:J.t2S 

;J,j.oe;!'-;KZi~ .2er2:1 manajemen PUbiik d 

1il2S)t'2:2Kat r.leiiputi beoerapa hal spnp;r;'< 

yang dikemuK2kan oieh Kristiadi (1 

pertar:1a. rr.anajemen publik be(pe 
menlamln pemerataan distnbusi p 

nasionai kepada keiompok masya 

mlsk!n ssccra adil. Kedu2. manajemen 

berperan melindungi hak-hak prioaot;.;.''<1 
masyarakat atas pemilikan kekayaan. 

menjamin kebebasan bagi masyarakat 

melaksanakan tanggungjawab diri me'ov':; 
send In dalam bidang kesehatan. pendid 
dan pelayanan bagi kelompok masya 
lanjut usia Ketiga. manajemen pu 
berperan melestarikan nilai-nilai tr3,,1;~,-~),~·~··1 
masY8rckan yang sangat bervariasi itu 

satu gener2si ke generasi berikutnya, 
memberik3i1 jaminan dan dukungan <::1 lmrv:.¥S 

sumner sehingga niiai-r.ilai terse but 

tumbuh dan berkembang sesuai tu 

peruballan jaman. serta dapat hidup 
bersama secara damaj, serasi dan 

deng2n c:Jd<Jya lain di lingkungannya. 

PelaKsanaan manajemen publlk 
Jidasarkan pada good governance san 
urgen untuk dilakukan Praktik KKN 
beriangsu.1g lama dinegara klta tidak 

.~ untuk dlklkis begltu saja. terutama 
J;3ngka pendek. Untuk mEwujudkan 

ernance. manajemen publik 
mengarahkan sektor-sektor strateglk 
aapatmempercepat terwujudnya 
Keoada masyarakat. Mendekat 

.penga;J1otian keputusan kepada masyarakat~1 
memoutuhkan adanya desentra" 
mempercepat dan meratakan pe 
fY'nrTInllh !h\t'~ n :::lrl?nV:::l 

{j"_J:::SO\!I!aS pUDiil( r.arlJs clkedepani-\an 

5.s·Da~ai penJaga beriangsungi1ya proses 

~2ru~3nan sGktorpublik agar bcf]aian sesua; 
:::!eng3n agenda yang direncanakan. 

OTONOMI DAERAH SESAGAI 
PERWUJUOAN DESENTRALISASI 

Sejak pertengahan tahun 1997 Asia 

dilanda krisis moneter, termasuk Indonesia. 
Krisis tersebut membawa dampak pada 

kejatuhan presiden Soeharto, Sejak saat itu. 

tuntutan reformasi total bergaung diseluruh 

wilayah republi\<. ini seperti penghapusan KKN 
(kol~sj. korupsi dan nepotism e) , pembatasan 

kekuasaan presiden dan kewenangan yang 
lebih besar bag! daerah untuk melaksanakan 

pem~angunan di wilayahnya Kondisi yang 
terge)olak (turbuient) dan kondisi 
ketida~,pastian (uncertaincy) yang terus 

t€rJa:an ser...ara cepat dan tidak menentu telan 
direspon oleh para wakil rakyat dengan 

dike1uari<annya Tap MPR Nomor XVIMPRI 

1998 tentang ·Penyelenggaraan Otonomi 
Oaerah: Pengaturan, Pembagian dan 
Pemanfaaan Sumber Oaya Nasional yang 

ber~eadilan serta Penmbangan Keuangan 
Pusa! dan Daerah dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia'. 

8erdasari<an ke!e!3pan MPR tersebut. 
maKa dike!uari<anlah peraruran perundang­

uncangan yang meniadi fokus perhatian 
S81ama ini yaitu UU No. 22 Tahun 1999 

tencang Pemerintah Oaerah (UU Otonomi 
Oaerah). dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang 
Pe~mbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat oan Daerah (UU PI<PPD). Dengan 

dlkeluarkannya kedua undang-undang 
tersebut maka dlharap~,an akan membawa 

'S?.hvu Rahano 

daerah. Keaua und3ng-un~ang t!=:seb_~ t~iah 

membawa perubahan menda,sar pada.pola 

nubungan anlar pemerintahan 'dan keLl2nga'T > •. 

antara Pusat dan Daerah yang rencananya' 
akanditerapkan mulai tahun 2001. 

Kedua Undang-undang tersebut 
mempunyai misi utama mewujudkan asas 

desentralisasi. Secara normatif. 

desentralisasi merupakan pe!impahan 
wewenang dari pemerintah Pusat ke 

pemerintah ditingkat yang tebih bawah. Po­
Sitioning pemerintah selanjutnya hanya 
sebagai fasilitator dan katalis, yaitu mereka 

berperan untuk 'mengarahkan dan 

mengakselerasikan pelayanan publik pada 
masyarakat (Osbome dan Gaebler. 1992). 

Dengan demikian, aran pembangunan tidak 
lagi berdasari<an konsep dan alas ke bawah 

(top down) melainkan tebth ke aran partisipasi 
dan bawah ke atas (bottom up), Hal ini untuk 

mengurangi pol a sentralisasi yang berakibat 
pemerintah daerah sebagaJ pen'entu kebijakan 

kurang bisa menterjemahkan kebijakan pusat 
secara tepat dan kurang aspiratif terhadap 
masyarakat daerah yang dilayantnya, Hal ini 

dapat teljadi karena para birOKrat daerah 
masih memegang budaya oatemalistik dan 
budaya sentralistik (MardiasrT,o. 2000). 

Osborne dan Gaebier (1992) 
menyatakan bahwa pemeriGtahan yang 
terdesentrallsasi mempunyai bebempa 

keunggulan. Pemerintar.an yang 

terdesemralisasi jauh leoih fteksibel daripada 
yang tersentraiisasl. karena dapai 

memberikan respon lebih ceoa! terhadao 
lingkungan dan kebutuhan yang berubah. 

Se!ain itu, pemerintaha.n yang 

terdesentrailsasl jaun leoln e'ektif. inova!if. 

dan menghasilkan semangat kerja d.ar 
komltmen yang tinggr. se1a lebih produk!it 
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C:cnC~i fang diber;kan kepada 
~efir.:ai1 .:aerah didasarkan pada asas 
d5en!rzilsaSl dalam wUjud otonomi yang 

!C:OS. 'face dan bertanggungjawab 
(T.~,"C!asmo. 2CCO). Otonoml mencakup pula 

"f."renangan yang penuh dalam 

rT£'1'!€engga-akan uruS<3n rumah tangganya, 
~i darl tahap perencanaan sampai dengan 

\;;.""P pe!aporan dan evaluasi. Dengan 

~002n, hal iniditujukan untuk peningkatan 

tEiyanan kesejahteraan masyarakat yang 

5anakin baik, pengembangan kehidupan 
aalOkrasi, keadilan dan pemerataan, serta 

p;:ir.e!tharaan hubungan yang sesuai antara 
=tdan ci2€rah serta antar daerah dalam 

1:egara Kes2tuan Republik Indonesia. 
J(;:w€fl2ngan tersebut mencakup pula 

~gondalam penggunaan dana, baik 

p1g bercSal dali pemerintah pus at, maupun 
~.g terasal da .. pemerintah daerah sendiri. 

Paradigma ini mempunyai implikasi 
F.3fah akuntabilitas publik, karena publik 

m;m mengetahui aktivitas yang dilakukan 

:snenntatL Sehingga hal ini membawa kita 
:2icm ben!~k akuntabiiitas ganoa (Harto, 
2100). Akumabilitas ganda aoalah 

i!UIltabilitas alas penganggaran daerah 
E!'r'.actao level yang lebih tinggi (vertical ac­

=tanility) dan juga akuntabiiitas yang 

:illJ!ui<an KEoaaa pubiik (horizonral account­
DIy). Benruk akuntabilitas ini lebih tampak 

~ "ada crases otonomi daerah nantinya. 
!lasyarakat selaku shareholder dari 
lI!RIenntah daerah memiliki hak untuk 

'IIengetahui penganggaran daerah, 
~naSUa--tu angg3ran direncanakan dan 
~ana suatu anggaran dilaksanakan. 

'le:Iyancaa ini, publik dapat melihat kineqa 

m a!l9£Zf2!1 daerah. Untuk tetap dapat 
:menjaga wjuar. ini, pe!aporan anggaran 

konSisitensi, 

pengu~gKap2n 

rnaterialitas, 

Fungsi akuntabilitas honsontal Kep~qa:}~i 
m2syarakat a~.an berjalan dengan 
apabila proses check and baJance diia 
secara koniinyu. Perlunya proses 

sendiri telah diamanatkan oieh UU No. 

tarlun 1999. Salah satu pasal dalam u 
undang tersebut menyatakan ba 

pemerintah daerah setiap tahunnya 
mengeluarkan laporan keuangan. 

keuangan tersebutnantinya harus diaudit 
auditor yang independen. Disin­

sebenamya prafesi akuntan publik memrlin> 
perannya untuk menegakkan good 
nance dalam proses perubahan manalem 
publik melalui otonoml daerah. 

STRATEGI PERU BAHAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN 

Konsekuensi logis pelaksa 
otonomi daerah menyebabkan perubah, 
dalam manajemen keuangan daera 
Perubahan terse but aniara lain adalah 

dilakukannya r eformasi anggaran (budgeur 
reform). Reformasl anggaran dalam 

plannIng meliDutl proses penyusunan, 
kemudian dilanlutkan dengan pengesan 
pelaksanaan dan pertanggungjawaban. 

Aspek utama budgeting reform di 
donesia adalah perubahan dari tradition. 
budget ke performance budget (Mardia".mQ 

penyusunan anggaran yang berslfat 
dan incrementalism, yaiiu proses 

peruoanan me!10aS?[ alaS ar,ggaran baru. Hal 

ini seringka!i bertentangan dengan kebutuhan 
riil dan kepentingan masyarakaL Dengan 
basiS seperti ini, APED masih terlalu berat 

menahan arahan, batasan, serta orientasl 

subordinasi kepentingan pemerintah atas. Hal 
tersebut menunjukkan terlalu dominannya 
peran pemerintah pusat terhad;;p pemerintah 

daerah, yang tidak menunjukkan semangat 

desentralisasi. 

Performance budget pada dasamya 

adalah sistem penyusunan dan pengelolaan 

anggaran yang berorientasi pada pencapaian 

hasi! atau kine~a. Kine~a tersebut harus 
mencerminkan efisiensi dan efektivitas 

pelayanan publik, yang berarti harus 
berorientasi pada kepentingan publik_ 

Prinsip-prinsip yang mendasari 

pengeloiaan anggaran dan keuangan tersebut 
adalah transparansi, akuntabiJitas, dan value 
for money. Transparansi adalah keterbukaan 
dalam proses perencanaan strategis, 

penyusunan, dan pelaksanaan, yang berarti 
bahwa masyarakat memiliki hak dan akses 
yang sama untuk mengetahui proses 
anggaran karena menyangkut aspirasl dan 
kepentingan masyarakat. Akuntabilitas 

adalah prinslp pertanggungjawaoan publik 
yang berart; bahwa strategic planning, 
penyusunan dan pelak..o.anaan anggaran harus 
dilaporKan 'secara benar dan 
dipertanggungjawabkan kepada leglslatif dan 

masy<Jrakat. 

Value for money berarti diterapkannya 

tiga pnnslp dalam proses penganggaran yaitu 

ekonoml. erlsiensi. dan efektvltas (Jones and 

Bates. 1990). Agar dapat me menu hi tiga hal 
tersebut. dipenukan paradigma anggaran 
V2n(j' 

\.\' dhyu Rahano 

1. Anggaran harus mampu bertumpu pada 

kepentingan publik. 

2. Anggaran harus dike lola dengan hasil yang 

baik dan biaya rendah (work better and 

less cost). 

3. Anggaran harus mampu memberikan 

transparansi dan akuntabilitas secara 

rasional untuk keseluruhan siklCls 

anggaran. 

4. Anggaran . harus dikelo!a dengan 
pendel<atan kine~a {performance oriented} 

untuk se!uruh jenis pengeluaran maupun 

pendapatan. 

5. Anggaran harus mampu menumbuhkan 

profesionalisme ke~a di setiap organisasi 

terka<t. 
\ . 

6. Anggaran harus dapat membenkan 
keleluasaaan bagi pelaksananya untuk 
memaksimalkan pengelo!aan dananya 

dengan memperhatikan p~insip VFM 

(Mardiasmo, 2000). 

Selain perubahan itu, pei3ksanaan 

anggaran perlu memperhatikan misl 
organisasi, sehingga anggaran yang dlbuat 
lebih terarah dan mencapai tUjuan. Anggaran 

yang dikendalikan memberi wewenang 
kepada organisasi untuk mencapai misi 

mereka. Hal ini yang disebut oleh Osborne 
dan Gaebler (1992) sebagai anggaran yang 
digerakkan oleh misi. Keunggulan anggaran 

yang digerakkan oleh mlsi adalah: 

1. Memberikan dorongall kepada setiap pe,­

sonnei untuk menghemat uang. 

2. MemDebaskan resources uniuk menguJI 

berbagai gaga san bam 
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~/angGt~t-::iu.l(,.an un:UK meresoon Set!3D masyarakat ya~.g ieoih b3i.k cienqa~ .. ·.·:·~~~ 
konc;sl ;ingkung2n yang be:ub2~; merntenKar. hak dan kewenangan yar~g ie~f~~~_~ 

" \:'!cnciptakan ~ing~:.Jngan yang caQat 

C:idmaU\cn. 

c.: r,,1enyederhanckan proses angg2ran 

6. Menghemat uang uniuk auditor dan 
pegawal anggaran. 

7 Membebaskan para anggota leg:slatlf 
untuk memfokuskan pada iSU-ISU pentino. 

jika hal ini daoal dilaksanakan dengan 
baik, maka good govemance yang ciharaokan 
akan dapat terwlIJud 

PRIVATISASI SE3AGAI WUJUD 
PARTISIPASI MASYAR.A.KAT 

Pnvatisasi acalan pengurangar. peran 
pemenntah atau peningkatan sektor pnvat 
(swasta), balk daiam pemilikan aset mauoun 
penge!olaannya Menurut Krist:adi (1S92) 
gerakan or~vatisasi berkembang karen3 

desakan. tekanan 31au alasan yang bersifat 
pragmatis, idectogls, kOl.lersial dan 

kerakyatan (populist) 

DesaKan privatisasi yang bers!fat 

pragmatis menginginkan privatisasi untuk 
menclptakan pemenntahan yang letlih baik, 
eiislEn dan efektif dalam pembiayaan dan 
operasionalisasinya. Tujuan privatisasi dan 
penaekatan ideoiogi ad21ah pemerintahan 
yang tloak banyak mengatur (less govern­
ment), yang memalnkan peran lebih ~ecil 
sepeni para institusi swast2. TUJuan 

pnvatisasi secara ieblh komersial ·aca!an 

besar untuk menye\cr.ggar2i\3n kepent:ngari" l 
atau kebLituhannya sendiri, sEhingga b!rQk~. -_ t. 
daDat leblh diperlonggar. Pandangan iiJj,J\ 
menerr.patk3n masYCJrakat pada POS!s{, ___ ,~ 
memllikl pili han yang lebir, besar terhad~~>! 
peiayanan umum dibandingkan yang:·. 
dimilikinya sekarang. Hal ini dapat dikatak.,jii'/: 
bahwa m3syal'akat diber! peluang untJk~:\: 

. ~9:" 

berusaha menggerakkan perekonomian'\', 
(terutama sektor riil) yang berarti mereka ilU,1";~C 
berpartisipasi akti! dalam pembangunait?;": 

. :.'~..;::.;:,-
n2sIonal. ~_*"i"" 

~'::-: 
Keunggulan sistem Inl, masyarakat'\i:, 

tidak harus senantiasa bergantung pao;);;, 
""M:'~ 

pemermtah, namun dapat lebih berkreati!.}'~, 
dalam pemenuhan kebuiuhan barang pUbIiKJ,>: 
\public goods). Oewasa ini pelayanan PUD~~< 
yang sedang da!am proses priVCitisasl aa2i3h-~..;~· 

unit-unit pemenniah yang memili., 
pendapatan kontinyu dan Jasa pelayanany~ 
sepertl Perguruan Tlnggl Negen, Ruma~~" 
Sa~,it Balai Penelitian, Balai pendldika~" 

~ 
Pe!atihan dan sebagainya. ~~'~ 

~
'N{; 

'4'*" 
:--~~~ 
:<'< 

,.~; 
~4 

~h. 
S 

PERAMPINGAN ORGANISASI 

Less govei71mentmeruoaKan keaija! 
tranformasi manaJemen yang pe 
diwuJudkan untuk menghasllkan ourout 
outcomes pelayanan publik yang pnm 
Konsekuensi pemberdayaan masyara 
me!olui kebiiakan orivatisasi diatas acai 
semak:n rampingnya Birokrasl Pemenn 
Pusat dan Oaerah (Knstiadi, 1999). Pros 
aamlnistratif yang bersifat prosed ural ha 
-,,-_.....: __ ... _~_L·,... ..... l"T'I.ni.."lll; nOrTl::lnri.(::l'::::~ 

:.'."2'~SK3.n 'A"d(",tu (tlrr,e CG;1~.'-'::T:lng) 02i', claya 

t!:.:';:~l \hi£h C;)st). 

·:-incaKan Inl berakibat pada 

~c:--,g'Jf2ngail meja birOKJaSi, sehingga akan 
rr.eilg~as:ikan perampingaf': Dirokrasi (down 
sizing d2n rightsiz.ing). Hal ini lebih terpacu 

karena dibarengi dengan pelimpahan 
kewenangan baik kepada pemerintah iokal 
maupun kepada masyarakat sendiri, 
Organisasi pemerintahan akan tampil lebih 
rasional dengan sistem flat dan matrik, 
schingga kaum profesional yang ber2da dalam 
lingkup birokrasi dapat berkarir secara merit. 

Perampingan birokrasi akan dapat 
mengurangi peluang terjadinya praktik 
korupsL Pengawasan akan lebih mudah 
dilakukan dan evaluasi kmerja juga Icbih 
akurat. Masyarakat lebin mudah untuk 
mengurus berbagai macam kepentingan 
t3npa harus dilempar dari meja yang satu ke 
meJa yang lain. sehingga pelayanan menjadi 

lebih ce03l 

PENGALAMAN NEGARA LAIN 

Se!andia 6aru mefUpakan contoh negara 
yang t,erhasil mereformasi sektor publiknya 
Latar tlelakang dan peruoahan tersebut 
sebenarnya hampir mlnp dengan kondisl di 
Indonesia, meskipun cuiture-nya berbeda. 
Mulanya berawai dari 1984 ketika pemenntah 
waktu itu menghadapi permasalahan seperti 
rendahnya pertumbuhan ekonomi, tingginya 
hutang ~uar negeri sena defisit fiskal yang 

memoumDung tinggl. Pihak pemenntah 
segera me!akukan perJoahan manajemen 
Sektor oublik dengan mendasarkan pada 
emn~' <nn~f'O IMcCuliocn dan Ball, 1992) 

'.\·,1rwu Rahann 

Hub~!~g3n a K U n ta G d i ta s an ta fa 

ke:nentenan C3n keca:a del=artemen. 

'l Pe;r.ceaaan ant3ra :-<e1uaran (outout) 

den~3n naSi! (OU~C8me). 

3. Pengontrolan terhadap sumber daya in­

put 

4, Pemisahan antara pembelian dar 
kepentingan kepemilikan pada de parte mer 

pemermtan 

Landasan hukum bagi pembenahal 

tersebut adaiah dikeluarkannya dua peratura 
yaitu Stale sector act 1988 dan Public f 
nance act 1989 (Bale, 1998). Public Finane 
Act menegaskan bahwa laporan keuanga 
untuk pemerintah Selandia Baru ditingk' 
rusat r..aUDun daerah harus disaJikan sesu 
dengan prinsip akuntansl yang beriaku umu 
(GAAP). Oengan kata lain, slstem akuntar 
yang beriaku sudan berbentuK accrual bas 

sarna dengan y2.ng dipakai sektor privat 

PelaJaran yang bisa dipetik d, 

pengala>'11an Selandia Beru adalah penera~ 
sistem akuntansi berdasarkan accrual i 

counting men!adi sangat urgen unl 
diiakukan. Sebegai salah satu iniorm, 
akunt2..'lsl capar: dikatakan seoagai meknis 

admlo!Strasi manaJemen pub!ik. Sehjn~ 
pengecnbangan Iniormasi yang akrual de 
dipan-:ang sebagai bag Ian integral ( 

rerormasl sektor pubiik darlpeda bel 

sendiri. 

Cilain oihak Schick (1998) mengaic 
bahwa model perubanan manaJemen pl 
01 Se!andla Baru \ldaK daoat begitu 
ditera:;~an pad a negara-negara oerkemb 
Hal iili dikarenakan karakteristik ne! 

ber.-<.embang yang berbeda dengan Selc 
........ n' :J~ri:l npf1;=1rrJ. berkembana, sektor I 
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-:aJ mer~)adi ce:aku UGma. Proses informal 
send"l rr,empunyal spesiflkasi yang tldak 
;eias te~;.:a:t2n dengan hak kepemiiikan dan 

.:::r::ses formal lain calam mengatur kegiatan 

e~,onom!. Dalam menghadapi kcndisi inl 
~erubahan yang di!akukan dalam 
mengembangkan manajemen sektor publik 
adalah: 

Kemajuan dalam sektor publlk 
memerlukan penlngkatan sektor pasar, 
sehingga keduanya hanus be~alan seinng. 

2. Memajukan sektor publik berart! 
memer1ukan kontrol eksternal yang dapat 
diandalkan. 

~. Para politisi dan birokrasi harus berfokus 
pada proses dasar manajemen publik. 

Arr.erika Serikat merupakan contoh !ain 
dan negara yang berpengalaman 
mengembangkan sektor publik. Fungsi 
aKuntabliltas pubEk terutama pengawasan 
terhadao pengelolaan keuangan dilakukan 
oleh General Accounting Office (GAO) 
seDuah badan yang melakukan audit 
:emadao kine~Q badan-badan pemenntah dan 

sektor oublik lamnya. 

Pe,kembangan sektor publik di Amenka 
Cluial :ampak dengan dikeluQrkannya 
.,eraturan Single Audit Act 1984 oien plnaK 
Kongres. Dalam undang-undang tersebut 
sisebutkan banwa semua badan pemenntah 
~alk itu scale, local government, dan lembaga 
:aln yang menenma bantu an dana dari fed­
eral governmenl diwa)ibkan untuk dilakukan 
smgle audit. Pengaturan mengenai audit 
:ercantum dalam aturan yang dikenal dengan 
-yellow beok" Stand"r akuntansi untuk 
:Jemef'ntah dan lemoao3 nlrlaba diatur oleh 

untUK c.kuntansi sek~or priv3t tugas te 
~..('';;' cien;c'C3n clen FASB. Satu hal yang m - - "'., 

auc:tor ::emerintah maupun akuntan OtJhhlr--"-

st2ndar akuntansi pemerintah dis 

sebenamya tidak banyak beda dengan seKiS,f::i 
Driv2t. cuma terdapat beberapa tamb?R;;.~,~;jj 
seperti yang disyarat~an oleh GAO. Dan 
pengawasan. audit yang dilakukan te 
iernbaga pemenntah lebih mengarah 
auoit kinerja (performance audit), 
bagaimana pengelolaan dana digu 
secara eiektif, efisien dan ekonomis. 

KESIMPULAN 

Kemunculan era globalisasi dan k . 
ekonoml yang rnelanda Indo 
menyadarkan pentingnya pengel 
pernenntahan yang b<Jik (good govern~n"; 
Tuntu+-an masyarakat pada reformasi di 
biaang, membuat pemenntah hanus 
:anggao dan mereSQon keinglnan 
,(eoentlngan masyarakat. Keoentin 

se.<arang kepentlngan terse but dituntut 
direailsasl. Realisasl tuntutan tersebut h 
diiakukan secara 

komorehenslf. 

Strategi yang digunakan me 
keoada asas desentralisasi, pengura 
blrokrasi, partisipasi masyarakat, 
manajemen publik y"'~g teoat Desentra li 

(iIHUjuakan dalam Jelaksanaan otc 
daerah, yang membenkan wewenang 
luas keoada daeran untuk mengatur 
menqelola daerannva sendiri unt 

;-;;','''L-!I~C~3n c3l3::: bentuk pera:-np::lS'3G 
c.r;:3nisasl seh;ngga deCai. den;;.;n ce~2t 
~":~~res['cn DenJbah2rl yang terjadj Sedangkan 

\\'"dl\'U P.ln.\f1,' 

~.t;ategic plannIng yang tep2t 
diperluka:! agar jalannya organ:sasi dewar 
menga:on ;:aoa tuJuan dan sasaran yang aKa:1 

~~?:::Si;:3Si m2sy2~3~o: jl'.\''J;~Ck2.;J C3!a,.-:'"l dicaDal. r:erumusan ViSl. misi. dan St;'"-;Jt2::: 
Gc<::~~' :-ii",,'c:isaSi, d:;-:-,ana :nasY2;2~2t G!Den d:perlukan untuk menjembatani tujuan den 
ha~~ LJr:tuk menge!oia c2n memenuni sasaran yang akan dicapai tersebut. Strate-
kcbut'~n2n mereK2 me!aui usana yang gic planning instansi pemerintah memerlukan 
proGuk::f integrasi anta,a keahlian sumber caya 

manusia dan sumber daya lain agar rnampu 
menjav.-ab tuntutan perkembangan lingkung2n 

strategis, nasional dan global. 

---[[----
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p:.NALISIS KONSEKLJENSI PERILAKU 
KONSUMEN 

lEHHADAP KUAUTAS LAYANAN 

Ralioa Transistari 'J v· 
Basu Swastha Dharmmesta .. ) 

ABSTRACT 

The pUfpose of this study is to an<a/yze behavioral intentions as a cOnseciue~Ces iJf 
service quality. Besides examines the relationship betNe€n service quality and behavioral 
JiJtentions. this study also focuses on the changes ofbehaviora! intentions relative to zone'of 
tOlerance and the impact of problem experience and resolutions on the consvmers beJJavioral 
intentions. ' < ;-'--·~<::~<~;.i c.:~ •• 

Data collected by using questionnaires. Service quality was measiJred bySERVQUAL 
model, and behavioral intentions by 12 item battelY that have 4 dimensions. Factor analysis 
ofthe behavioral intentions battelY was conducted to examine the dimensionalityvJfthe items. 
The relationsh ip betv.wn service qualitl and behaw,'ai intentions was tested by usf(Jg Multiple 
Regression Analysis. And Analysis of Variance (ANOVA) was conducted to determine whether 
scores on each behavioral intentions dimension differed among three groups ofrespondents: 
1) those experiencing no service problems; 2) those experiencing problems that were resolved; 
and 3) those experiencing problems that were not resolved. 

Findings from this ::;tudy show that the service quaJity-behavioral intentioas reiation::;l1ip 
is positive for favorable behavioral intentions (lOyalty and pay more) and negau'Ie for unfavorable 
behavioral intentions (switch and extamal response). But, because of insufficient data point 
below and above zoae of tolerance, the changes of slope is mixed (nor clearr Several 
sampie show the variation of sfope-change, but relative 10 other dimensions, extemal rewonse 
appears much less affected by changes in service quality. In aadlfion to this finding, the 
service problems experience impacr prone to switch, aJthough the problems were resolved. , 

Keywords: service quo:lity, behavioral intentions. wne oi tolerance 
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t)D l'~:.)l,:POR:\Ti·: C;U\·E!{~.: .. ~';C}~ 

\!li~l',l il~:l.q IH.'~;l'n:l :mnli~:lSi d:lIl ;,1:1::;:1 d(;pa:l!1:;~~ 

~)"p\ '~C' 

L F!..:!:datt;dll:ln 

D-:V .. ;)S~l ,;11. :;":;~,lk d~~~U:'y:'! ~:.:r::l~3n reformasi ~ahun 1998} m:~"~''':ljl DD.:l) :L~ 
~-=:-,:iI1;ni l:arJ :'<2n:; ::l~n.;ht::~J:l~;i (:g:lf Per~lI.::rintah maupun SV,3St.J. cbpat 

lT1~I~gh3pUSk~lt1 f'-;~f:_\.(':.-r;;-;J.~te:\. kCf'--ipsi, holusi dan ncpotisme, yang sec~;-2. :::'oiitis kbih 
di:":'c!l.:ti dcng~n 1:-::ii,::1 :,~:<~, SeLlnJu:I1Y;; cli;laraph:lli1 ak2n m:lillpU mc;;g.elcl:.l usar.3. 
::::~r~}~;l Scc:::;'1. :c~T!.i<~: .. '.,J:i, GJP:lt di~er:;:i!1ggung jawabkan d211 dilaks:lD3.Kan dC:1gun 

p~:lljh t.3:1~S'.l;;·:;r, jJ."\'~~~j. ~:!':rL;k rrtt.:'.'.l:juLik.:n harapan lcrscbut. d:~~rluK:.n pe:-ubahan 
~;~~;1;-;- seS:ll,:' Cef::2:nJ-5::':1I11c: d:l:1 t:c:!-;~riiii-:u sesuai d~nsan hZ:I3pan :t:..:. 2.;<'lf ~3p3t 
G;Jns~jt ;:.eml)3Ji ,j;.,n .l:cinl21:.'.t :"':r;sis, siJp ~~·crsQ.i;1g :ncngh3d[':pi er2. glob3.1i~.::sl dan c:-~PJt 
!~~(:;l:f1~~a:kJ:l k:~:.:cj:l:1:cr:.'-~'--n Oersam:J. 

:J~:';';'. ~;,!]ur. ~(:rbl_:~::1 ci::m :,e:tang:;ung J,1\V::'9 seben::'fnY3 ~c:::.;~ ,dJ. G<l:~lm 
\J'.:d:.'.,:";' ;:i;:~: :'r::~:~~t b3:;~S:J InoGn~:::a. n::::l:..:n becerapa dekace tcraU-.i:- ini. Guoa)':1 

!2rC;~mJt ~cL:h luntur d::l:l y<1ng. muncui ;;.J3lJ.h periiaku yang tid:lk n:ence:-:n!nkan siK2P 
1:;11; pcribku tcrS~cll~. O\eh kJrcna i[tl, siL1P Jan periiaku y::mg baik :erscbut per;u 
j:taiw;l:k.111 l-..t.:mixili dJinm KehiJup;-;n masyarJk.at bangsa Indonesia. iJa!am Junia 
:'.~Slll\_ -;!~,;lU ,!:I:l ~':::-~ja~_,-! ~·.:an~~ D.:1ik terschut C3~at dircaiis;:.siK2!1 mcbh:i 
::--:-:r;k:n-:.:..'n:J:;; ~ __ n.)o._1d CorCOr~!l<:' G0\·cr~~-]nct.: (CleG) yal1g mt::1,!:1di :~~nd2s~ln 

::.':..'.:::- :'iJ.rapan par3. stakehoiders d~PJt. J::Jc.r~l!ni :;(:C:Jr:.l 
:~~!: ~e to i:l:l11 :::-:.},-;:\ \.JW~ ~:~nJt. 

',\.>~;lIrl1!1ar, 

i::": j;ld.Jn:.:::.--: ;~C:ly:l ·:!11:U< :r:~n;imt)knv.:nrasd,.:a!l GC(J 5;;8:1~21 kcbi~lS~l:m 
\:.:.;hicil~~1:;rl S~J:l_t1J l~,g:1!11<:<lS1 Ol::it:n:. [!~:.r:::. ir.ciiviJu y:mg beke;ja cii dal,lmn)<~ be!u::) 
i:C:~:lta ,.-tl:l (ji,J;,.;~1Jn~(:n~asik2:~ ~C::::J.:-J. .31STC:i1J.tis scr;:a OC!\Jn1 bcro;}S;:::!"k:-,;1 irHcn1at:oJ\~:d 
:3'::-::1: ?:--:'C:!C-: ::;Jng ::dz:. 3~:tlCl-(~!H;;:!p:":aml,:.'a GCG di Indones:a me;u~2.~-:ai1 s<J.b.h SD.~U 
lJe:.yeb:1D tcrjaGinY<l ~~:-i:-;is d:onomi d:ll1 yang membuJt krisis ckoncrr.i 1m hi:1Sg~ k;ni 
b~::urn jl!gJ. oC!"2kl:ir (Tj<1gcr. 2001). Eirlgga pencnga.h~.m t2.:-"un 1997 lil ~:Z'.\vasan "''..siD., 
'C":-r:,-,:Sl!i-: \n(: )!"l.e5iJ. te ::h :nenl~~cii ~~micl! ;-;1encllnya w;:;caJ1G Gee. Ditcmuk:ln:1ya 
~'~i~.x.:.; S:1i:lll :;;}t\..l l:-':.1r ~e: m3.Sli)arl,m te:j:2Liin),<l krisls terSe\;tit 3GJ.12.;1 ;'~:l1:1illl: .. 2. :2!2. 

:<-.;1(;;3 ~e:--uSz.ha3iJ iCDfF'J:2.te (Jo-·,'ern:::"f.ce) cii In,jo;;csja~ oi sampin~ ~~~rn~tiln:~:t ~:ltZl 
~etc:a pUD! 11...: ; ?:..,,:]:c (Jl~ ... \~:-nL:ncc;). T c!""}';~li[ dcng:l:1 pe:-rn2.5dlai~an ini. iT:2.k:-: keSep;"l.KJlZ'il 

'~P"("f·_.n I'\r1 r te·:'~.::l;1S:: p;(orrnasi ekollomi da!am r2Ii~k<l pen::.':i:1;m 
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:.. Corporat£: Go"\'crnap,((' 

Di ant3f:l bcber:::.pa sunib~~:- 3t2.U i=':::l.uiis :':.:n,:; i"!.le:noe:-ik3.f!. ;C".2-:-:g:-::;-":!an kn:al 
'~·(;r2.~~ C(Jve:--;'l:-mce . .1ilt:1:J. ;;ll!l: 

i--he CJdCL,ry COI1l!nittee dalam ACCA (l9--]6\ !:"".er!dell!1isikarl Corpc~tc GovenliH\ 
seoaga~ suatu sistcn1 yang mcn;;::fahkan dan mengcnrbiikaI1 peru.sa.~.::a..'1. Sdanjutil 
~ije!2.sl-.~:m bahwa temycta terdap3t perbcdK1n d.?bm C3.ra mengimpiementasibm GC 
2ntar?. berbagai Negara seperti di UK, di USA, d3...11 di Jerm::l!1. 

H:'.rdjap:m;ek3.S (200 I), mcngemubbn bah",,, Corporate Governance mcrupak 
s;s:em untuk mengarahb.n 0211 mengendalikzn pcrusahaan, mcnebpbn hak ci 
t2...l1ggung. j::twab di a..'1trJa berbagai pihak ),cng l:::erpcrLln scrt3. di d3...bm pen.:snha ... 
se;:>ert.i Pengawas, Pen gurus. Pemegang Sar.zm dan pihak-piha.:':' 12.innya )'2-

:.erkepenting:m \:takehoIJcrs), scrt.3 menlpakiliJ struktur umuk menesapbn ·S<:!S(i;-( 

C.'ira mencap:..:i sa:;J.[an~ serta memani,1U kineGa pen.lsahxi.rt, Deng-3D d~miKi; 
Corpof2te Governance pada d2S.2Jl1ya ada!ah sist.e;r. d2..J.! stru..\1ur un!uk mem~a1ajerr;~ 
v~~rusahaan_ 

roram fer Co,"?or3te Gov~:nance in Indonesia atill disir!g_L:at d~ngm FcGI (umpa t:!i~ 
p~ne~bi!J.n), rnendefir:1isikr~,n CorpoG:'C" Goverr-3nce sebagai sepcrangkat p~r2tui 

yang menetapkan hubungan antara perneg::L~g saharn, pengurus, piha.l( kredit 
Fcmerintah, karyawan scrta para pemegang kepenlingan intern dan ekstem lainr 
5chubungJ.n de:;S3n h.J.k-h3k G:!n ke".;2jiban mereka., a!:!u d~~g:m ka!a lain sister~ y~ 
mer.g:rc.hkan Jan. mengc;lGJ.!ik.2.11 ,'J~n:.s.J..h~n. T~ljU2..n CGrpor3.t~ GOVc:n3!'!ce l~l 

;";!!I:..;k mc::c:ptakan p~r13mb~-dla:1 nibi iJagi pillak ~.<:mc:;;}ng kt?ent:ng;!n. ,. 
D2.!2m ufJia:1 seb{~~UrT'l p:::-umu.S-... -:.n cicfir-;:Sl :erscblH krsirat per:imixmg,-!i1 y; 

.:7if:.'!H1o.i\;::f] unruk mcr1Jm~L..:;kJJ] de1inisi iIll. yaitu: 

1) Daiam pe.:-ckono:rL;~n mccc;-n, r;;.2.n~ie~;len oJ.o pcngendalian pc: \,lS2.r, 

:;}:lKm dipisahkan dari ke?emili~~ . .an. ?e:-:!isi~--1<lJ1 ini dJ.p2t---i!1en~mhn! 

kurang.nya tr~nsp3r:lr:si dJ.!am pen.S~iJnJ..;:m dana d?.iam pt:-us3hb..un S1 
kcseimbaf!gan y3ng !(:;;Jat antara kepenl!ng:3.n-k~penlir.gan y2.r.g ac.a~ misal 
2r.G2_~-a p~~mE!gang saham dC:1gm penTJll.!s CLi..I1 :!ntLl[:! pe:ne~3.ng sa!­
pe:1genc:i::!li Llengan pt:r;:eS2.~1~ .)~ham t'!:.l;}or!t.:;.s. 

2) ?e.njSahL3!1.pcrusJ.ha~n T,akin bei;:J.rHl~l!g pac:;]. :1l-:-dal ·:kstem (mod::d Ch 
~~n ;~La~1 !Jil1jaman) l:TIlUk pcmiJi2ya:1n k.C[.lat2n-~egiat.2J?' rr.e~eka, ir.ves 

(\1 ,_!~ ";",n-"\; l-,'r .. .:ontin0?~ r.1f'rek~ IT" 
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.; ;~-, i. ~:'.;; ,'u,i-: '-:-:JiI wa :n:lilJjcmen bertind3k ~./3ng terDai~~ untt.:i--: kepe:llii~g3.11 

'~;"~~~:';'~:~~T~. ~~_-~~):iS:::.!:l sc;x~;1i diberikan oieh sis1cm tat::! kclol:l perUS3naan 
,C'J:-t>:'~:-:'LC C;c.~:crn~lnCCJ Sistcm Corpor2.t:: Governance yang SChJ.I h:lrus 
:;It::-n:>~:-i I~crii;l,.il~r:;:-m ~fcktif kepada pcf2- pernegang s~ham 0:1:1 piilak 

:<:-c(1:~::r. scr1ir.gg~ 1l1c;ck3 dap::lt ll1cyakinkan dirinya ak::.n perolehan kemo3.!i 
;;;\'~<~sinya (k;lg~ln \','~lj;1f_ Ole!l karen a itu, si?tem t~rsebut h~,US juga 

::';crr:o::::ntu lnencipt2.Kan iingkungan yang kondusif terhadap pC[1l.!mbuilan 
SCk.tCf uS:lha y2ng efisien dan berkesinambungan. 

K3!Ul13 (2001), mcmbcrikan pcngertian Corporate Governance sebagai proses 
~:-uKnlr yang digun3Kan untllk mcngarahkan dan mengelola bisnis dan urusan­

" PCnJs2ha:m dabm ran~k3 meningkatkan kcmakmuran bis:Jis dan akuntabilitas 

<lh3.an dcngan tlljuan urama mc\vujudkrrn niiai Pcrnegang Saharn daiam jangka 
~t1; dcngarl tct:1r r.1cmp~:-!Ja~ikan kcpentingan stal~choldcrs yang lain. Sdanjutnya 

,~:,~~.L.::'_!~'_Iw':1 CnrDo:-atc qo':('~_~n.~c ~cng~lol3. aspek-aspck ~:=-~;; torl-;lit dcngan: 

Kcseimb~ngan hlJoung::m antara organ--organ PerusilliaLill, ::aitu RUPS, 
Komisaris. dan Dircksi, yang mcncakup hai-ha! yang berkaitan dengan sH1.lktur 
~:eierr:03.~:p2.n dan !11ck:lnismc opcr:Jsion~1 ke tiga org2.il Pcrusah3.an ~erscbut 

(kesc!mb::lngan internal). 

Pcmenuh"l1 t:lI1ggung j:lwab Pcrusahaan scbagai entitas bisnis dalam 

masyarakat kcpada scluruh stakeholders, yang mcncakup hal-hai yang terkait 

dcngzm pcngaturan hubung::m antara Pcrusahaan dengan seluruh stakeholders 
:' kcsc!mbangan ckSICrn2.t). 

Selanjutnya K~r.:3.na (2001)1 mcmberikan tinjauan !cbih 
~;:.ha.n d~:danl ~ontc~~ Corpc.r2~c Govcnlance,yaitu: 

rmei tentang 

):...':llsai1;:.un. 

:)3.<.:18. da5amya Perusaila2.I1 2dabh iembaga ekonomi _"':.~~; ... J1dirii:;:an oleh pemi:;~ 
1;lJuk:·.....-.---=.::I~~~·n..-rl-Iung3rr~L;aiam· "-KaJ13rl "ini yang dimaksud PC:-'Llsanaan 

dibat2.si pada lembaga ekonomi yang berbentuk Perusahaan .pc,scro3I1 yang 

jijirikan oleh Pcmegang Sah2.n1 dengan tujuan memupuk kcuntungan, 
'11cnyediakan barang d3.n 2.tau as.1 yang bermutu tinggi dan berda~l<i saing KU2I baik 
jj pasar ca!:lm negeri m3.upUil ntc:T:asional. 

'~epentinga'ri Pemeg3.ng Saham 

. Salah saru ke~enting2r: pokok Fcmegang Sanam zdalao bahwa p-erusahaan 
iidi!ikan untuK m..e.'T'.uouk keuntungan (profit T7lotive') sehin2Qa harus ~an~r 

• 

i./J~;:~~II i~ .. (:.'.;~).';;: lahul? .\-J .\(l. I .. ·1nn:· -:O:},I 

.J) Kl!pcnting2n' St.JJ....eilo!Jers 
St..3.;";'eholCcrs 1~-::.:r:.C'!.;":~JP SCD1UJ. pihak ya.rlg mcmpunyai kcpcnting2.l1 d:.lLn 
kc:makmur..l!1 pC:-'JSah3.2n te:-sebur, tidak terbatas banya pad2 pemegal:g sJ .. ham 
tcopi tem1asuk kaI}':1wan, pemasok, pelal1gg2D, distributor; pesaing 1 PcrnCrinL.1;~ 

sertJ. m~y3rak::H y~mg ikut memberikan kontribusi terhadap keberhasibn 

perusahaar1 can y:lng ikut pula mena..l1ggung d31npak dari kegiatan opcrasior:;.~t 

perusahaan. 

4) Organ Perusaha::m 
Ada bcbcrapa organ perusaha;:m, yc.itu: 

Rapat Umum Pcmegang Saham (RUPS)- . 
RUPS merupakan organ ;·ang mempunyai kckuasaan tertinggi oalam ..stn:lklur 
kcpcng~hJsari· -~cusahaan. RUPS mcmpunvai scgaia -\\ic\venimCvan-g "'{jci;k ...., y- ........... .. 

diberikan kepada Dircksi awu Kcmisaris, seperti me!akukan pcngambibn 

kcputusan tenlang pengubahan Anggaran Dasar Pemsaha3I1, penggabungan. 

peleburan, pengambilalihan, kepailitln, dan pembubaran Perseroan_ Wcwcllang 
tcrscbut pada dasamya hanya dibatlsi oleh UU PT dan oleh Al!ggaran DaS;ir 

Perusahaan. 

Komisaris. 
Komisaris dibentuk sebagai organ Perseroan yang bertugas mcl::Kukan pengawas:m 
lerhadap kebijaksanaan Dircksi dalam menjalankan Pcrscman d:ll1 member'~3n 
nasehat kcpada Direksi dalam mcnjaiankan kcgiatan pengunJsan !lerseman_ 

Direksi. 
Dircksi mcrupa.k..1n organ Perse:-oan yang menjalankttn tUg3S mciaksanaKan 
pCf!gurusan Persero3n uiltuk kepc!1tingan dan tujuan Perscroan sel-w. mcwakiii 

Pcrseroan balK Qi. d?-lam maupun di iuar pengadilan sebagai am3J1at dari pcmeg:mg 

sabam yang ditc!..1pbwdalanl RUPS_-~eQjl&:ll.:per!l~~£~?!.ja.EL~megang 
saham, Direksi harus berranggungjaw:lb penuh alaS pengurusa-n PerSeroan-:-~-

-. 
5} Organ Pendu~t:ng 
Organ-vrg;:m Gan !T1ekan:srilc F'e:1Gukung C0rpor::~te Guvc:TlJ.nc:e, yaitu: 

Satuan ?eng3.\·iJ.~ar. !:tt~~:. 
Setiar. Perusa!1Zan '..':a;ib ... mem~ui!yai Satuan Pcngav.'as2.f1 Intern (SPI) yang 
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i;ii]C!~tuK e,kh Kcmisaris CJr1 bertJ.ii~_zung j~"S:1b kcpJ.Ga 
F::rrirnb~!r1gJ.n b3.hwa dabrn r.mg~a rnengoptimaiLm k:ncrjJ~ 

rcrse[C";:l~ di'l:..:fltut ~:ntllk d2pat mengeloia ke~i::lI(m t!s2.hany;:: ci~n:::_an hc.:11at, 
ben~~~~:2~lln:1, b(:rl--"~lSil~tHl<1 dan dcng:J.n Tllentaati per~tIur2.n penrnd::mg;:m-l!ndang:m 
yaii; t;.~;-::!ku -:.kng:U1 mcwujudkan sistCITI dan pei:lksanaan pcng:nv3S2.Il y3.1~g 

kom~(\tcn o;;n inJI~p'clldcn. 

S,.:kretc:ris P.:r:'lsaba:3Jl (Corporate Secrd.1ry). 
SClicD PerscfQ.,n Tcrbuka harrIs mengangkat seorang Sckretaris Perusaha:m dan 
m~:J.por~~ll1 pcngangk::n::m tersebut kepada Bapepam. Sekrctaris Pcrusahaan acbbh 
P(:':~i.~::~ P(~r;.ls:!h:1Jfl Tercatat yang mebksanakan fungsi Sekrctaris Pcrusahaan 
(Co:-~:;cr~(-~ S~c:TiJ.r~,'). Sckretaris Perusahaan dapat diangkat dari anggota Dijci:si 
PCrtJ~,~~l:!~11 yang bcrsaiJg~\Jt2.n. Penunjukkan SCkre!3ris Penlsalw.1J1 wajib 
c:iu\"!wmk:m (:~tia!l1 RUPS. 

Komitc ':'=or;:Jof3tc Governance. 
Komi~e CorDorJ.tc Govc:i1ancc diusulkan untuk dzmat dibcntuk olen Komisaris dan . . 
~~E2r:sglmg jav/3b KctlJ.da Komisaris untuk mer:gkaji Good Corporate Govern2.r1cc 
;;;-~1Cl:ces oi PCr\lSaila~1n dan 1~;enJarnin bahwa pr:lktek-praKtek tcrscbut 
.. ~daksan<ikan sccar;:~ efeklif 

Komite Rcrnuncrasi. 
KorniI~ P"crnuner3si diusulkan untuk G2.pat dibentuk guna rnengk3ji penerap3.l1 

:-:i'-)tClll in:;entif (b,n remuncrasi yan~ terbaik b;:~gi Dircksi, Komisaris dan K~rya\;"'an 
~" e:-;·U~;;:ha..1Il. 

3. Good C~}rpoI'~lt(' Gdve:-:1ancc 

G~Jod Cc!porak Govc...rnance tnerupakan sistcm dan st~ktur untuK 
;n:.!n;='!r;::.ilk;}n (jan mcngcndalikan perusahaan dcngaTl baik, yang ak.:.n dicemlinK2.Il 
t~:-sc;e~;~:;:,<1:-anya Corporate Governance yang memperhatikan prinsip-prinsip utJ.ii13., 

y:~!ru: 

--;--r;:!I1Spa:3nSi (transparency). 

=-) /",~:uiltabiiitas (accountabiiity). 
~', !{ c~di l':-::rl (iairness). 
. , r-::'cspo01:>ilJiiitas (rcsponsibiiity). 

,:;" ;...:iz :"~;:I;,r; '" .' .'~' l -

Scb~"!g.3.i penjJ.bara;1 d~~Ii p:-insip-prinsip UI':;'f::a Corporat~ (Jo\·::r:nIlcc. K1r.::;;I~~ 

,:00 i) mcnyitir OEeD tent:J.ng r~:1yusun3.n pr~n~:?-pri!lsip Curpcr.:H~ !.._)()Venlall·.::e \';:';;~ 

~ji~do!npokk2n kc lbbm kalc;cri: 

1) i-Iak-hak Pemcg3.n~ Saham. 
2) Perlakuan yang add bagi se1uruh Pemeg3!1g Sahi.ul1. 
3) Perana:1 stakeholders d:1lam Corporate Go,,·ernancc. 
4) Pengungkapan (Disclosure) dan Transp:rransi (Transpcc:lr.cv). 

5) Tanggungjawab Dircksi dan Komisaris. 

4. Implemcnt:1Si Bcscrt:I Implik:lsinya 

Apakah perusahaaa telah mengimplementasik:i:1 konsep Corporate Govcm<lncc 
dengan baik (Good Corporate Governance) atau ridak, maka dapat dievaluasi seJauh 
man" perusahaan tersenut mengimpiementasikan prinsip-prinsip Corporate GovernClK" 

G.en2an bai~ yang meliputi: 

1) Hak-hak Pemegang Saham. 
2) Perlakuan yang adil bagi se!uruh PemC",;ms Saham. 
3) Peranan Stakeholders dalam Corporate Governancc. , 
4) Pengungkapan dan T ransparansi. 
5) Tanggungjawab Direksi dan Komis:L--is. 

Penjelasan lebih lanjut alas penerapan prinsil"pnnsip Good Corporate 

rcrsebut di :lias adabh: 

GQ\'C:TI3!1''':-C 

J{ak-hak Pemegang Saham. 
Sehubungan dengan h3.K-h:lK pemegang san2l1l" yar..g meliputi pe;ld2itar3J."1 keper:1i!ik."!~-. 
dcngan cara yang aman. pc:1yerahan atau pengalihan sah3.ffi.., infonnasi ter:G'~ilg 
perusahaan yang relevan secara ber1(aia, partisip2.si peda pebkswJ1lil RUPS: ?cmilih_'-n 
anggOia .. Direksi. serta mcndapatkaft bagiari dari ~ba'perusah2.2J1 dan ha.x.lair..nyJ. sep~:~ti 
tak partisipasi aktif pad a RUPS. . .. -

Perlakuall Yang Add Bagi Selumh Pernegang Sahf1JlL 
Ccrpor2.te Governance hallls menjarnin periakuan yang adii c3.gi seiU;-l'.il Pe:r:cg~l\~ 
Sah?m tanpa terkecuaii ser..a mcmberi kesemp.:u.an yang S.1 ... ij,'-l unu..:k me::-,d5.?<-d:(~;1 
kompens~i yang ere~if atall kerUgian akibalpebnggaran hak-hak ~erekn. 

\ . 
Pe!"an Stakeholders dolam CorDorate Governance. 

, : ~ I..--.~ ~;,..,L--.,; C"p:",,,,r,-~jr-1~n:l V::1ng tebh d!Le·::;';:-:~'_'::~J 
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,~;':1!;- ,:ntar~: pe~·USJ.il:l~m ~i:ln '-;:~lKehoidcrs" JJ.I.:Ul1 menCi;)Li~.1Il :ZCI11J.kli.1Uf3.t1 

,~J.n :"':S1:;3T~~bun~~m K2St..'il~;~:11l ~~;us:li;~iJ"!1. 

- ---

. n~'r::;:;n:;k~'.''iOJ1 d:'1!7 TrWISp,JrDJiS:. 

\1cr.j~lmjn adallya pcng~n~k:lrJ.n yang tCp:lt waklU d~m ak~;-:lt ya;;g diterapKan pada /."t.;''[:N"~:iJ: 
scluruh l11:1tcri p(;ntinl~, vanQ. menv:1.n£kut perusahaall, tem13.SlIk konciisi keU2.IE!)ln 1 -, .,,> -" ;-

~ .. -, • ~. ~ 2L:-·Z.::·i"'~'-;:: 

klllcrj~ kcpcmilikan, dan pen~3ruran perusahaan. 

T:mg ... ?;ung JaH'Ob Dirck)'i dOll Aomisoris. 
c.-lenj3.rnin adanya pengarahan strategis perusah.:um~ pemant2.U2n mallaJemen 

efcktif dan akuntabiiitas Dircksi dan Komisarls kepada pcmegang saham. 

Scb:lgai bail:!n pernbanding, bcrikut Ini disajibn Prinsip-Prinsip Intern2sio,i3\ 

rncngenai Corporate Governance yang dikutib oieh FCGI (t2.npa t2hun pe~er·Ditan), 

scbagai be[ikul: 

J. Hak-nak para pcmcgang sanam, yang hams diberi infonnasi dengan benar d:m 

tepat p3d:l w0.ktunya rncngenai perusanaaIl, dapat ikut berperan serra da!Z!:TI 
r';:lg~_lInbibll kcputusan mengcnai perubahan-penlbahan yang mcndasar 

pcrusai1aan, Jan turut rncmpcroleh bagian dan keuntungan pcrusah3aIL 

o. Periakuan S3m3 tcriladap para pemegang saharn~ terutam3. terhadap pemcgang 

sahanl minoritas dan pemcgang SahaITI asing. dcngan ketcrbukaan infonnasi yang 

penting serta melarang pembagian untuk pihak scndiri dan perdagangan saham 
oieh orang dalam. 

c. Pe~nap. pcrnegang SahaITI harus diakui sebagaimana ditetapkan oIch hukum den 
kcrjas~nla yang aklif antar perusahaan scrt.:J. pemega.lg kepenting:m d::d:uTI 

!T!;ncipt~,bn kekayaan, lapang:m kerja dan perusahaan yang schat dan 
~eu3ngan. 

d. Pcnguilgkapan yang akufat 

semua hat yang pcntin~ 

pemcgang kepentingan. 

dan tepat pada waktunya sertE. tf2J1Sparansi m~ngen::!l 

baQ:i kinerja perusaha(~r., kepem~i(k::m, se:;a 

e .. Tanggung j:l\vab pcngunls daiam m3l1ajcmcn. pcngav/asal'1 manajerr.en 

pertanggungjav/!!.ban kcpaG:.! perusa..'-la3J1 dan para pemeg<tf!g sanam. 

Pcmcrinta~ mcrncgang pcranan pcnting yang mefjduklmg dC<1gan menerbltka!1 

dan m~mber!akukan pengaturan yang me;naci<lI~ rr.~s:li!1ya ~e~tai~g per!daftJran 

perusanaan, pcr:1?,ungkapan data kcuangan perusahaan sert2. peraturuI1-pcrarura!1 tentang 

:anggungjawab KOlnisaris dan Direksi. Namun, ;xrusz.haan me:negaag r.anggu!lgj<Hvao 
ut::una Ul1tUK rnelaksanakan sistCITI Corpor2.tc G0venianc~ y4ng baik di dZiiam 

',/:!":ci~:j: .::."::~ !i()!.': 
,:,;;:;: .',. 

p~ruS3.h3an-~~(!'.llsai1:1:"!.;-i h2r.;s meng:J.I1tisip:1Si pcn-.;;e:-L1kU;Jll Y2.I1S k!);:l :(';::.:> ,:~~r' 
~:,er3.turan perunJau~~JI1-undang.::'..n yang ~.dJ., :'!.":2nya rcmberl:lkL:~~:-, :"-';- ::~,r~!l'i 
?enl!1cia:1g~i1-un(Lll:g:1n y~!I:~ baru, s~rt:l pengaw::s2Jl m3syar~Ll.t y:lr:.g -.- ,,-"~, , 

terhadap tirld3.kall I""\erli.:)3h~un-perus::lllaan . 

5_ Kcbcr.ldaan Corporate Governance di Indonesia. 

Beberapa sumbcr membcrikan infoffi12.si tentang kebcrdlbzrl CcrporJ.tc: 

Governance di Indonesia. antara lain: 

Suatu suevey tahun 1999 oleh Price\vaterhousc Coopers terhadap investor-investor 

intcrnasional di Asia, yang dikutib FCGI (tinpa tahun penerbitan), memmjuk!;an bahwa 
Indonesia dinilai scbagai salah satu yang1erburuk dalarn bidangstancar-standar 
akuntansi dan penaatan, pertanggung jawaban kepada pai1l r-e;negomg saharT'- standar­

standar pengungkapan dan transparnnsi serta proses-proses kepengurusan_ Suaw bi ian 
lain m~nunjukkan bahw3 tingkat perIindungan investor eli Indonesia illCr'jp,,;;;m yan;', 

terendah di Asia Tenggara_ 

Di Indonesia, kepemiiibn perusahaan yang· terdafur di bursa saham sangat terpus2.t. 

dan proser:tasc manajer yang k"rmasuk dalam grup pengenda!i juga sa.'1gat tinggi_ Ak:1 

tetapi, ekonomi dan perusahaan-perusahaan di Indonesia tidak da;;at temindar maki" 
membaur dengan ckonomi dunia untuk pembiayaan pinjarnan dan pen:nodalan sere:; 
pembclian dan penjualan produk-produknya, perha!ian tcrhadap -sumd2r-standar 

Corporate Govemance yang discpakati di tlngbt intemasionaI merupakan keharusan 

bagi lndones;:L 

Partisipasi dan Perlindungan para Pemegang Sanam. 
Dcwan-dewan Komisa.-is pad a umumnya tidak efd.-tif d~larn menjes:O kepcmiilg:ln­

kepcntingan para peme;ang saham, olch karena pemeg'illg saham "a'lg 1:ebanY2L ,n 

nlemiliki hubungan kcluarga ITICmpunyal peS1SI yar.f; dominan. rv1ck3.nisrr:~ 
~engenda1iJ.I1, sepcrti mewakili kepen:!ng::m pih1K: ke tiga :n~!alUl Kon,is~:ris 
indcpenden serta Komite independen untuk P.cnggajian dan Nomin2Si serta. Kcimi-;:c 
Audit belum ada. Transparansi masih sangat kurar:g kalcna pr~:tek~pra~:tek 
pcngungiGlpan~ standar-standar akuntansi sert3 pe;2..mncar..~yc. rr.asih bd~m memaGJ.i. 

Pqmal!!au<m dan Periiru1Wlga" Kreciitur. 
Perra...'ll.a, posisi d3..'l peranan krcditur duiam pengr-Jota2r: ~crusaha2.r: rr~~~s:n iem2..l1, okh 
kcrena peng'..lru~an baik para kreditur maupl;n Ban;';:-Bank it'..l '::e!1:i:r! mz:sii! ::;unga~ 
kUra."l~ Pengendalian intern yang lem3.n SCf".2 k~ ... ng.kn-ke:<:lfl!;k~ pCjjg~~tl!rz.'1 ~<ln 
kurang memadai bagi Bank se::ta lcmbasa-ler.1bag? k,::uzng<1i. nCl-:':a:1t: ser:: 

",::;,~~",,,,,,,,,,"1.~.,", r- •• ..,:D::)<:;L:~'n h8 
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:~e~~:.::;c ::~~;-,":~,:,!.k::n ('.::~:~::"'::-I, ~\.}n~knnc:r~lt-kongj~);r,~~:~:lL y~i!lS \..,;:pilJ:i okh 

~~'.:-!~!::..;g2. y:l:l~ ~::.;n~l >ifi; ll~::' i~',,:: ~:'::::li:ii-\.i pC';-l!San:l;1:1~pe::-U~:~;;l::.~:n ii~":l::i: .i,~i1l. K_c ~ig::L 
r'e;lin+!n~;:ln ]~uklim ing t~'::':8;~'..:;· ;:~~1:);:~ :C:l1~!.!l akio:1l SiSi:C:~l peLle:!:l:: y~1l1g bclllI~1 

baik dl I:-;Gont:s::L L~~~.i pulzl, Un,j3r1S<1l1c.i::.ng kcpailitJ.11 d~n p:~Y::lcdur~p',)scd~lrnyG pad:1 
utllumnya ti(b~ ;:ktif ai IllJon(::-;i2~ ~'3i~ CZil:l111 mcliridungi pih~:K ~~rcdl:L:r m:llJpUIl d~liam 

me:nj:lt .... 1hk;:m S::!:lKSl tcrh~!dJ.p piklk pcm.i!1i:-~n1. 

Paser imtuk. P211gcndah:'D1 j\.?n' .. s::,;;u::m serra Pcrhndungun p{JSC1!~ ProcluJ.:... 
Pasnr untuk pCr1genda!i::m pcnls.:J1Jan kebanyakan tidak n.kIif KesuiitJll~kcsul!(an y:1ng 
dialami dengc.n hostile: ta~to\'er yang lnakin marak rncnccmlinkan pcmusatan 
kcpemilikan di dalam pcrusanJ.::il1--penls2.h:J.an. Tin.ggiilya pemus3lan kcpcmiiik::m 
peruschaan lebih bnjut akall fficngil2n:bat n1ck~nisme p<:sar terh:loap pasar unluk 
pengendalian pcrus::!naa:l d::m p::...s:1r c.aralls .. 

Pa.s~.r Alodal serlo i\t!ucngan P2nlSGi:a~ln 
Akibat tlhap pcrnt::angun2.!1 pasaf i7":oca! di Indonesia masih din:, p:lSZlr modal 
didominasi ok!. kcuangan ekstern .. tcrutanl:1 pinjZlman-pinjan13Il Bank. Pcr3turan 
pe~batz..';an se:-1a proseciur hUKu:n yaIlg tidak efcktif tc1ah mCD1batasi per~'lIlall ob ligasi 
perusahaan serra p~moiayaan perusaha~m. Pe~usah3.an-per,jsah3.an tei:1il meiakuKan 

plI1J~man lu~r ne;;,cri yang s..1ng:lt \U2S oleb kan~n2. suku bung:! luar negcn 
diliberalisasikan scd~.!ngkan suku bunga d3.1arn negeri diatur. 

Dan:ri ('200 I), juS2. mcngung.kapk:an beberapa hal t<::nt;}n~ imp!cment:lsi GCG 
di indonesia seba~3.i bcrikut: 

ffamDQ[an Pcnerapan Gee: 
1) Konsenrrasi kepemiiikan yai,g tinggi: PCiUsahaan Keluzrga. Tr::lI1sJ.KSi bcnturan 

kepentingan. 
2) Pengawasan Dewan Kornjs::ris y:J.ng ku:-a:lg c~"cktif: Ter.li.lli:J.si~ Kurang 

M:lInpu. 
3, PemegaI1g Saham yang pasir: R.UPS dan peng2\V~sc.n "'-Llrang efektif. 

}vfengapa GCG Penling? 
;) Melancarkan akscs terh3.d~;; ~cn.j:.lna;:m. 
1) Pcriindungan DireKsj/1Ylanai~f:lsr:. tcrhaoap bl1;g:!r:::n hukum. 
3) Meningk.atkan ctlsiensi tit o2.bm p:::r!.gam~ijai1 ke~ urusan. 
4) Meningbtkan kCPC~C")'~:'" p"oli;';. 

~ ............ l",...,+..,.h;i;t·_1C' 

}~" ,:1 lC :\Ul~tt '~~::;jl R~a;u:;c:-:!_.::i. 

~'i Pc!;1~5an~1~m GolJe:l P3!"achu:~. 

.: i SiS\;'::~l iZcmul1crasi Dircksi d:ln t~0T,;~:::i:-;_~~ :-';1:1~ tcrDllk2.. 
:) i Di;-~ksi tiO:.iK dipe:-kcnank:~n bCnE];i~ S2i:21~1. 

f;nplemenfosi Gee Emilen di BEl. 

I) BE] merup2kan pioneer dalam mempcik=naIK.1n konscp GCG. 
2) BEJ memiliki akses bngsung terhadap pecusahaan tercatat: 

a. Pcrusahaan tercata! wajib mener2pkan GCG. 

~':' ;(;:' 

b. Makin banyak perusahaan tereatat yang menerapkan GCG, makin 
tinggi tingkat kcpercayaan investor (Iokal dan asing) tcrhadap pasar 
modal. 

3) Hal ini akan merup:lkan Rating dan Self-Assessment. 

fmpicmenlasi GeG meiaiui Peralurall Bursa. 
I) Kewaj iban rncmpunyai Komisaris Indcpenden, Kornile Audit, dan Sci-'..rctaris 

Pcrusaha:m. 

2) Kewajiban menyampaikan informasi Perusahaan (Keterbukaan). 
3) Standar Laporan Keuangan per Scl10[31. 

Akunwbililas dan Fairness. '\': 
Hal ini diilustrasibn dcngan penstlwa sbb: Pcrusahaan A membcl(.piutang ""r: 
pcrusahaan B yang merupakan anak pcrusahaan A, sehingga perusahaanB mempunyai 
kondisi aliran ka.s yang \ebih schat, sementara iru secara akuntansi asset p~rusahaan A 
mcningka.t. Pada Lf,un 1998, semua piutang tcrsebut olch perusahaan A dinyatalcar 
sebagai piutang macet dan di'cenluk wdaDf;an piutang: macet. Kasus in 
mengindikasik::m teiah tcrJJ.Qi pcnyalahgun2an hubung3..H affiiiasi. Si.:!baga 
konsckucnsinya pcrus::haan A akan menghad~pi kcsillitan aliI<!l1 ka.s, kincrja kcu3ngar 
D1cnjadi buruk, tidak m2.mpu membayar diviGe:l~ dan kdangsungarl hidup p~~sahaal 
tenlcam. 

IHasii survey t~1c Kinsey (.~ Co. bub_n Juni tahun 2.000 terhadap 250- ir.vesto 
global,' yang dikulib 'ljager (20Gl), mcnunjukkan bahwa Indonesia dan.Yietnan 
adaiah negara ya:lg r.:enduduki pe:-ingk2l paling rendah dzia;n menerapkan GOOI 
Corporate GOVe;-nrrnce dib3nciingkan denga!l r,~-g2ra-negara Asia Lainnya. SUrv'ey it 
juga menunjukkan bac1",v{l ::. ir.gJPu:-.1_ Ho~gk,:.)ng CEI1 Jerang sebag2i ncgara-negaf 
yang paiing b2.ik d;'_i;;~1 rile!1e;-2.pk~~ Good C-Jrporate Governance. Hasil $urvc 
terseoaut dapa! d:~L\iuJ:~i~ k::re:-:2' di lilGonesia ~'-da umumny2. perusahaan-pcrusahaa 
merupakan pe:rusa.~aan ~~e:!..:~r~.:. G(;~l~.:;.n !i12naj"c:::.en tertutup, sehi-r:tgga .bcralasan bah\\ 
pcnerapan GCG tiCLlK Q;:!jJ2~ !t~Tc:::disii s~~rti yang dil13rapkan. 'Schingg3. lid;] 

,~ ci'l Tp'n 0-0:::1 r:'l V;lT~ jT tr:ri;;( 
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~un'Cy pad3 s(:!-.'"tor P3.S2.f modal y'3_Ilg dilJ.KuLm Oi~:l P:-lce'.\<!.!t:rhousc CC~" 
_<.ia bul?il' Januari 200 1 b~rk3itan dengan Opacity index 
2,2 dikutib aIel! Tja!2cr (2001). Dai3.rn hal ini Op:lcity rr:C":l.lp.:lkan SU<ltu tolai, ckur 
~:-;ge:13i tidak tcrdapatnya prdktek-praktek yang jcias. 2kUf:lL rnudah dipaharni (!2r: 
;.:mcnuhi standaf di bidang P3SJI modal yang berbku Sc;:~ira IntcmasionaL Bila tr1aki:i. 
:-:ii Opacity index suatu negara berarti ma.l(in jelas~ akuwt dan fi1udah dipzJ12_IT.in:,la;::· 
~"";Iek~praktck yang ditcrapkan olen suatu negara serta prakcck~praktck :ersebut teLm 
:.;l!:l! dengan kctcntU3.D-kctentuan yang beriaku se~rra in:emasianaL Hasi! S!.lfvty i!1{ ',;, 

:'::-:unjukkan Oa11\\'a Indonesia mcmiliki Opacity Index tcrbesar, d~n Sing,apur2._ U~l:':" 

;-[ltcci Kingdom mc:miiiki Opacity Index paling keei!. Survey ini juga bcrk2.i:...'l'1 dcr,~2.r:. 

~~erapa:-I Good Corporate Governance dan Good G0vemanc~. 

. }ldsa Depan GeG di Indonesia. 

\1cmpc:-har::ka!1 pc!ltmg.nya PCf:J.I1 GCG untur~ mendoron~ 

~~!.]kL!k::lI1 :..:.:cgiaL:.n tlsaha yang sehar dalam segaia sektoi ke?iatan usah:l dan pCr3I1nya· 

Ilt!...!k mcrnuiihkan kcmoJ.ii dari situasi krisis menjadi sua[u situasi yang s..3hat, maka_ 
!ci.]h pantas o1cnjadi pcrtanyaan berbagai ·p·ihak "bagairnana GCG dapat diterapkan 
~i:Jagairnana scharusnya bagi kehidupan bisnis di Indonesia"? 

FC~I (tanpa L1:-:un pencmitan), beo/-ndapat b:u~wa perus2..baan-F~ru;}:lh22..t'1 
;1;lo:1csiz. nlernpunyai t2.r.ggung jawab tenlt.3TI1J. untuk mcmperhatikan st2.Ildar-$-::~Ul(i:..::­

_ ,)rfJ'.Jf2.te GovCnl;l11CC yang tdah disepakati di ting.bt Intcrnasionai. Buk:i..L s~:ja 

'cf1Js2.ilaan-pcrusaha:.m yang tclah terdaftar di bUfsa cfck J.!.3.u pcruS:lj1aan-pen;s:!n:'c:-~;1 

~c-sar :J2.n~ nl~lT'.pl:f!vai t;':'r!ggung jawab tcrscOuL Sdiap pcnlSahu.~ln di Ind0n'~s:~ h~~:xJ 
nenyad2ri betapa pentingnya suatu sistcm Corpofare Govenw.nce )'::ng baii'~ t-,l~' 

:c:x~rlIin~::n-kepl?n[ingar: para pemcgang sahamny~ para penY2.!1da!1f:: 
~'2.:yz:.\'.,·a::1:1ya. dun pacl3 akhimya bagi pcrusaha3l1 itu scnciiri. Sanm ~cper:; oi nc;·::-:.­
;C;!2.!"2. lJJt1. perusaha...:u~-pcrusahaan di Indonesia harus meng2..Btisipasi ;-,<:r.:O?:-:<:,>:_~:!!; 

~C'-;ll..u;:ai1 perundJl1g-undangan yang telah ada yang !coin teg2.S~ pe:T1be:-i-:.k:.:.,-:r~ 

':~r2;!..~_.·:u: r,::.e::-unja!l;-undanagn yang baru~ serra pengaW:Lc;3.p. d2.ri m2.s-.... crakc.t v,~::-";: 

~-:--'} :;. L':jam ierh3.da~ ti:1dakan perusahxln-peruS<.ln'22n tcrse!;ut. 

P.3rdjap2.mekas (2001), mcnyawkan bahwa unruk mernpe=-baikl ~~e~"~;lgk:.... d:i:~' 

'-'::;-,:::>h Corporate Gaven-lance, yangjuga merupakan tuntutan lembag:l-ie:T'~'3~,::: ,j".1\.("r 

~.--~ ........ ,..._~I..~~h. ~ ... ~ ••• I:t-~~ ..... :F~~ ..... ~; T~"-': ............ ~;~ .... ~~ ... ~ I .. ~~:_ ..... _.-: .. ~~;- ._ ..... ~ •• ~.:,.h __ ._ 

~' 

.. _- "/' 
--:""; 

'.~~:::~~<~~ 
-:.~iY";:: 

,:-,;:~~ .. ~~ 
;~ .... 

:, ~::: :::..-: l. 'i ( -,! ,:1 i ;'!::l.n .. :,. .... !. - , 

l) l)efl~elnbJ.nZ3.J1 strategi nasio!'1al untuk merefOm13.,Si Cc;;:cr:::: \ ;\~\·ern2:-:::c. 
tcr;~l3..suk ~mbentukan Kon1ite Nasional tentang Kebijai..::::fl C\.",(~ CC::P0f2-tC 
Govenlancc. 

:2) lvleiakukan pcndidikan pubIik tentang Corporate Govemancc, 
3) Melakukan refonnasi peraturan di bidang Pasar ModaL 

4) Mengadakan proyek percontohan untuk menerapkan prinsip--rrinsip CO;:'Gr"t~ 
Governance di sei.'tor SWasta rnaupun BUMN. 

5) Munculnya berbagai prakarsa dari Ic.alangannon-Pemcrintah unluk :-:1c'1Jd:'"lg 
peJaksanaan Good Corporate Governance, seperti The Indon~.si;,:1 bs:it12re for 
Corporate. Govemance"in ,LJ'ndonesia:'(IICG) ',dan Fortl-'l1 or. Cor~oratc 
Governance in Inqonesi~(FCGI).;~'i;o:<,'~>,,-c,' ' 

~'~~;~f'.:~.i-''; '';:r ~::t,,~ .... ; , ~,-.. , ::. • ~- -j .,;. 

Dalam . mengembangkan :strategi'",~aSional . untuk mcrefGm:~i ':::c'J~r;:te 
Gowrnance, Pcrnerintah telah rnemprakarsai pembentukan Komitc N"-Sior",i M~,;g"~;ji 
Kcbijakan Corporate Govemance,yang' berianggung jawab ;,n',uk :"=.k-:i~~ 
rel.:omendasi tentang kerangka nasional daIam rangb mengimplementa:.~:: CC:;:DC;;~e 
Govcmance.yang n~lca].:up: ,':"-"'.' " '" ',i'-' 

J) Kodifikasi pnns.p-prinsip Corporate Governance, yang baru-,,",uJ i::;! t~Jn.~ 
rnenerbitkan disi ke dua Pro oman Good Corporate Govert1Jlr.c.-:" 

2) Mempraklil'sai reformasi peratuian y.mg'mendukung impiemarc'15i f'e'.ior..ll; 
terse but. . , 

3) Mengernbangkan kerangka kelembagaan Illltuk penerapan pedoman :"'ocouL 
. _.-, - -- -! .. _;1<;_4~' ;~;.,.-",. J,' ... 

Mengingat Corporate Gov=an~ rnerupan kon:;.ep yang r~!a(if ::3F: ::::""_'1:,; Iii 
indonesia. tcrdapat kebutuha."1 u.,tuk -:menge:anui .- ri2l1 :'1c:n2ham~ kO:!5C;' It-:-~~C1. 
Berb.?.:.gai prakarsa umuk memperkenalkLL,·~ kollS--p ini dzn r.1cndid!}.: ~~s:}: .... -=-~~ut 
;nengenai Corporate Governance telah diiabIk:m oIeh Pemerintah. o~"i'25i p~fe:j. 
serta asosiasi industri yang berkepentingan dengan rnzs.alah ini md2!ui h~rb:;'23.i 
seminar, lokakarya, dan pelatihan. 

Refonnasi peraturan unruk meningkadctn tur.s~m!1s; dZ .. n J.:':',:r:·3::':~;!"~ 
rer'JSanaan melalui pengungkapan informasi keiompok p<:r.:e""a~ :cr:', CC: t:::~, 
dip:-akarsai olen Pemerintah. PP No. 24 Tahun 1998 yeng telah d;ui;"t: ':';;;'.'1 ?? ~,:c>, 
64 Tahun 1999· mewajibkan Perseroan Teroatzs untuk flI~nya;r;"i:'<," :,c'-:,rc.', 
~~uang:m T~ll.!nan Penlsanazn yang tdah diaudit le!1ar:~. Dirc~:--·~~: ~.J-~1(:_ ."_-'~::l: 
?emsa.h32.Il uepar!emen Perindustrian, bib memenuhi S<.'\itill ~;.:r~~l d~l k' ;;.t'ri;:;. ~~'':; '-:":~: 

i) Me:-uraka Perseroan Terbuka. 
2) Bidzng: Usaha berkaitan dcn{!<1n nenIJ'Pr-lh:m d,'>r,:1 rn:-,,·.·:'-;~'..·'.: 



'.::-.~.,-" "!I1 J.!-::': ~"l::~:1'·:2;"', :.;rC~l;~U; E:l.~!:"· n!'_::1~ \, :.:--,~ .·,,·l~ 

::!.:;I..X'::'::: L:.:: 111)~Ul:"1'. .:~ 

-.I: "if :',h>J~,l i;··:::::-,e;·:,,::, : C! :'~:~ 

;_,ciilhaluil pcr;~tu;-2n G:'~:l -:>' ___ l.I1t.!Jr ~. I ~ ,~'... , 

;)~:~:::'l:::';::'!l Y:h\,:;.berk~;~~'.all. Jeng:'.....T1: 

, \ , , 
'"'), -, 
3) 
" '+/ 

Tr3.r:saksi y2_ng mcngandung bectur_til k~ :::ltir;~::::.. 

Transaksi yang material d~n pCnlbah2.!; b d.:n~ ::S:li:;< p-,:)Kuk ?er~(r23.n. 

Penggabung:m dan konsolidasi pcrusah2.3.I1 tI2r~tlL:!_ 
Pokok-pokok anggarcn das2f pcrseroar. :-',:u~; .~ ["le;;:~ \'-,J.it-~a!1 ~~ei, )'3ng bcrsl 

ekuitas kcrada m.1syaf2kat dan oe:-uS:~h~;'il ,:,. 

5) Pcngungk2.pJ.n informasi [crtcntl! ya.ng h-'.rllS" :,...::'~'-__ :i,'::ll.:mk:.n 

8urs.,] E{ek Jah.arta JL!~~2.. lcL:::..h mengclu;:,'...'.'::':' !r~[d~Z!jnn 

kc~~.:ntU2n umUIn pcnc..alntan cfck yang b.:rsi!-,:n ~~:"':ll..':;:::J Ji S'J[Sd 

~~'::-.;y2.r~t::!n p".:nyc:eng.ga.raan pcn;;clo!a..1n PC.";Us.:.Jla.:u1 y~S; b~ik (Gcxxi C()rrx:~i.C 

CJu\'crnnncr.: i dcng...~n mewajibkar. f.---erusahaan tcrc2ta~ rn.c:nilik:: 

i) f.....,:~rnls.311s Independen yan; jumlahnya s.:..~ra p!IJr0rsi·J!lL!.1 s::bant.:ms 

jUrTllJ.il ~J1~fi1 yang dimiliki oieh huk.1n pemegang sah.;.:m pengend.1li 
~r..'t~!1:uan jumlah kornisaris inJepenJen sckuraI~g-kurang:l:.'a 30 ~/o Jari jurnidh 

sduruh komisar-is. 
2) Komitc Audit yaIlg kcanggow.anny" ;cku[<Jng-ku[3Ilgnya tiga orang., seor::ing di 

.;.r1r.;:'.G1:-:ya m~ru~}:.1A.an kom:s.2Iis ; .~ic'~·e~!de:: sek2.lif;'.:s i:·:e~~r.;~Kap .s~tnSQi 

r-:r.:tua Kor'dit~ A.udi~ d3I1 du:! ar:g.gt:·c:. ialf':1Y2. ~r.~:-.2~:'i.k~~ pd1~\ e;'3r~r:-:,.!i ya~g 
inde?,~nrien .::E IT'~12 ~~ku~ng-kuf2..,--::;::'!1Y2. SZ!2.:1 sc'~;::n~ 'il <lJH2.:<~'ya [r.en~iii\i 
kem:!lTIpuan. di Dldallg akl.irJ:ansl dar. aucic 

j) Sd~ct.3.ris p<.'f1ls.aI132.Jl (COr"rJOf2.lC SCC:-C:_~' s:.:b;.!\~:..?i[::2J";;i :~:m.J..k..c:..L.~ d2;~Jn 

per<uuran G,:q:c;x:: .... rn daH r:J.;-Us d~b: ~~,3J1a0 .. ·i o·~.; '-..:.:.L!i:. ScC:::-:I:il Di:t~kt1ir 

P~rJS3.haan TCfCJ.tat. 

Berken2.::n dengan penycmpurna2r! ~<:I[!.!!:~:~·.;:;;,w-, 1~~;'L;:.:.'...l ke:":2:lgar.. BEl 
bek~rjasa.rna denga .... '1 V\I dan A:;osiasi .cmire::: 1~1(1c.;:~"~£! (ALi) tt:!ah :-n·:;n:'u::;ui1 
;:;cdomm penyaj~3n dan pengllngka~a!1 1;;PGr2~ ~~t't~~_<;2:m ~y,:u~,:hn.a~ ~uolik di =:1 
:r;dust!"i b~!'c.:::.sar:.",z.n pera!ul3.!1 pa~:2.!' mod~,:~ :CT,;r~s; ':-:~:;<;:' ··;·.~·.l::.:S: 82...: :'~A.~(. IJd 
Juga tdah meiakuic .. n upayz-upJ.y2. H::l'.1;·~ r::~:-;y;: 'L",-:'~>~- 22:/,-:( G~~33.n S:r..::C~:­

,';kun!ansi Internasional, meskipuIi bd:::erJ.r)(~ k~.;uj ' .. :;~r;'1 ....; ··i.~H· Ja[(jr.~ ok;'..:m,lKZ:f1 . .32.i:-... ;.;. 
:;raktck di Indor:esia. 

\i:-·t.~~~ 
".~-

... J ~ .: '>.-_:. ~'~.~ • .! 

~ ., ~ "" .", 

[-". HU .. :", --- - ..... ~-·--·-.r(::li2.!! .--:---:~~~(:- -: --~.: i:! 

,jO!nin:15i okh pcrncg3.n£, s.aLa;-:; pencin J.2l.: pe;r~c;-;ntah, kii1i ::~:'":-ck:1 ", '~)<l!'":S:\ t"); 

i~~r83g:1i pcJornan, pcraturan dJ~1 star!(hr L:Ilwk b-::=rt~:lgi KcnchlJ caii pcn;::::-l,h ::::!: 

F:::ngeiob .... ':;l pc~]Sal:J3ii. Pcrus::':;J.':iI: juS;:" diL~tJ3.:1i deng3.r. tug;:r.s-tugas b::...-u. mis~JJI1 
c:Ji2.m pt~::~l.!r;gk:lr2~1 info:m~i p~~S:",1a.'ljl,. C2.!2.r11 rneiibatkan pemc~ll; sah:: 

indepe~\.ien atJ.u mir!or~t3.s pa6 pros(:s p-~nt:i.:71hilan keputc$.;.lil strategis, d:!n dJ.i~ 
i;-:C'!7lbcntuk IT,c~::H1isme r.enge~da!:&I; j'2.:1g ld:ih keta( (!l\e:-:~a!lg.kat komis;} 

i:ldcpcndcn dJ..11 mcmbentuk Komit~ P.~I!d!t). U'p.a;:~.-l!paytl tcrsebut di atas semoga dar 
bcrjabn lancar dan berhasil.. sehingga ~n;!s :"2.D[; berkel{lnjutE..n tni seger.l bcrakhir d 
masyarakat dapat merasakan kemakmucan G.l.."1!:S3. ini. Amin. 
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